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NO. RASIO FORMULA KETERANGAN
I. Permodalan
1. CAR
(Modal terhadap ATMR)
            Modal
Aktiva Tertimbang  Menurut
Risiko
Perhitungan Modal dan Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko
dilakukan berdasarkan ketentuan
Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum yang berlaku.
2. Aktiva tetap terhadap modal  Aktiva tetap dan inventaris
Modal
· Perhitungan modal dilakukan
berdasarkan ketentuan
Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum yang berlaku.
· Termasuk dalam aktiva tetap
adalah inventaris dan aktiva
sewa guna usaha.
II. Aktiva Produktif
1 Aktiva produktif bermasalah
(Aktiva produktif bermasalah
terhadap total aktiva
produktif)
Aktiva produktif bermasalah
   Total Aktiva Produktf
· Cakupan komponen aktiva
produktif sesuai ketentuan
yang berlaku.
· Aktiva produktif bermasalah
adalah aktiva produktif dengan
kualitas kurang lancar,
diragukan dan macet.
· Aktiva produktif bermasalah
dihitung secara gross (tidak
dikurangi PPAP).
· Angka dihitung per posisi
(tidak disetahunkan).
2. NPL
(Kredit bermasalah terhadap
total kredit)
     Kredit bermasalah
       Total Kredit
· Kredit merupakan kredit yang
diberikan kepada pihak ketiga
(tidak termasuk kredit kepada
bank lain).
· Kredit bermasalah adalah
kredit dengan kualitas kurang
lancar, diragukan dan macet.
· Kredit bermasalah dihitung
secara gross (tidak dikurangi
PPAP).
· Angka dihitung per posisi
(tidak disetahunkan).
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3. PPAP terhadap aktiva
produktif
(Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif terhadap
total aktiva produktif)
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif yang telah
dibentuk
Total aktiva produktif
· Cakupan komponen aktiva
produktif sesuai ketentuan
Kualitas Aktiva Produktif yang
berlaku.
· Angka dihitung per posisi
(tidak disetahunkan)
4. Pemenuhan PPAP
(Penyisihan  Penghapusan
Aktiva Produktif yang telah
dibentuk terhadap Penyisihan
Penghapusan Aktiva
Produktif yang wajib
dibentuk)
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif yang telah
dibentuk
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif yang wajib
dibentuk
· Perhitungan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif
yang wajib dibentuk dilakukan
sesuai ketentuan yang berlaku.
III. Rentabilitas
1. ROA
(Return On Assets)
Laba sebelum pajak
Rata- rata total aset
· Penghitungan laba sebelum
pajak disetahunkan.
Contoh :
Untuk posisi Juni : (akumulasi
laba per posisi Juni/6) x 12
· Rata-rata total aset
Contoh :
Untuk posisi Juni :
(penjumlahan total aset Januari
– Juni)/6
2. ROE
( Return On Equity)
   Laba setelah pajak
   Rata-rata Equity
· Rata-rata equity : rata-rata
modal inti (tier 1)
Contoh :
Untuk posisi Juni :
(penjumlahan modal inti
Januari-Juni)/6
· Perhitungan modal inti
dilakukan berdasarkan
ketentuan Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum
yang berlaku.
3. NIM
(Net Interest Margin)
     Pendapatan bunga bersih
     Rata-rata aktiva produktif
· Pendapatan bunga bersih :
Pendapatan Bunga – Beban
bunga
· Pendapatan bunga bersih
disetahunkan.
Contoh :
Untuk posisi Juni :
(akumulasi pendapatan bunga
bersih per posisi Juni/6)x12
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· Aktiva produktif yang
diperhitungkan adalah aktiva
produktif yang menghasilkan
bunga (interest bearing assets)
4. BOPO
(Beban operasi terhadap
pendapatan operasi)
 Total beban operasional
Total pendapatan operasional
Angka dihitung per posisi (tidak
disetahunkan)
IV. Likuiditas
LDR
(Kredit terhadap dana pihak
ketiga)
        Kredit
     Dana pihak ketiga
· Kredit merupakan kredit yang
diberikan kepada pihak ketiga
(tidak termasuk kredit kepada
bank lain).
· Dana pihak ketiga mencakup
giro, tabungan, deposito (tidak
termasuk giro dan deposito
antar bank)
V Kepatuhan (Compliance)
1. a. Persentase Pelanggaran
BMPK
a.1. Pihak Terkait
a.2. Pihak Tidak Terkait
b. Persentase Pelampauan
BMPK
b.1. Pihak Terkait
b.2. Pihak Tidak Terkait
Perhitungan pelanggaran dan
pelampauan BMPK dilakukan
sesuai ketentuan BMPK yang
berlaku.
2. GWM Rupiah
(Persentase Giro Wajib
Minimum Rupiah)
Perhitungan persentase GWM
pada posisi laporan dilakukan
sesuai ketentuan GWM yang
berlaku.
3. PDN
(Persentase Posisi Devisa
Neto)
Perhitungan persentase PDN pada
posisi laporan dilakukan sesuai
ketentuan PDN  yang berlaku.
PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR: 13/   3     /PBI/2011 
TENTANG 
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 
 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas 
sistem keuangan, diperlukan sistem perbankan yang sehat; 
b. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, 
Bank yang berpotensi atau mengalami kesulitan yang 
membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh 
Bank Indonesia dalam status pengawasan intensif atau 
pengawasan khusus; 
c. bahwa tindakan pengawasan yang ditetapkan Bank 
Indonesia dalam rangka penyehatan bank harus didukung 
dan dilaksanakan oleh pengurus maupun pemegang saham 
bank dalam batas waktu tertentu; 
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan 
ketentuan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut 
Pengawasan Bank dalam Peraturan Bank Indonesia; 
 
 
Mengingat: … 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, 
Tambahan … 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4963); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4867); 
 
MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan :  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG                            
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT 
PENGAWASAN BANK. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud  dengan: 
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang bank asing. 
2. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah 
terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2009 tentang Penetapan  
Peraturan … 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. 
3. Direksi: 
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas; 
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 
tentang Perusahaan Daerah; 
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian; 
d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan  kantor cabang bank 
asing yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat dibawah 
pemimpin kantor cabang. 
4. Dewan Komisaris: 
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas; 
b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 
tentang Perusahaan Daerah; 
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. 
 
Pasal 2… 
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Pasal 2 
(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan status pengawasan Bank. 
(2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pengawasan normal; 
b. pengawasan intensif; atau 
c. pengawasan khusus. 
 
BAB II 
BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF 
Pasal 3 
(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif apabila 
dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
usahanya. 
(2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
usahanya sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) apabila memenuhi satu atau 
lebih kriteria sebagai berikut: 
a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih dari 8% 
(delapan persen) namun kurang dari  rasio KPMM yang 
mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profil risiko Bank yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
b. rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia; 
c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau 
lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, namun 
memiliki permasalahan likuiditas mendasar; 
d. rasio kredit  atau  pembiayaan  bermasalah  (non performing loan/ 
financing) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau 
total … 
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total pembiayaan; 
e. peringkat risiko Bank tinggi (high risk) berdasarkan hasil penilaian 
terhadap keseluruhan risiko (composite risk); 
f. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank  4 (empat) atau  5 (lima); 
g. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 3 (tiga) dengan  peringkat 
faktor manajemen 4 (empat) atau 5 (lima). 
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berlaku 
bagi Bank Umum Syariah sejak berlakunya ketentuan Bank Indonesia 
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah. 
 
Pasal 4 
(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 
(satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia. 
(2) Dalam hal Bank  ditetapkan dalam pengawasan intensif karena kredit atau 
pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya bersifat kompleks maka 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 
(satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun. 
 
Pasal 5 
Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan 
dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disertai 
dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang 
wajib dilakukan Bank. 
 
Pasal 6 
Bank dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang 
diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions) yaitu: 
a. mengganti … 
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a. mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; 
b. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan 
memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 
c. melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; 
d. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak 
lain; 
e. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada bank 
atau pihak lain; dan/atau 
f. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh 
kewajiban Bank. 
 
Pasal 7 
Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank 
Indonesia berwenang: 
a. melarang Bank melakukan distribusi modal; 
b. melarang Bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau 
pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh 
persetujuan Bank Indonesia; 
c. membatasi pertumbuhan aset, pembatasan penyertaan, pembatasan 
penyediaan dana baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank 
Indonesia; 
d. membatasi pelaksanaan rencana ekspansi usaha atau produk dan aktivitas 
baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; 
e. membatasi pembayaran gaji, remunerasi atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 
Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait, kecuali telah memperoleh 
persetujuan Bank Indonesia; dan/atau 
f. melarang … 
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f. melarang Bank melakukan pembayaran pinjaman subordinasi. 
 
Pasal 8 
Bank Indonesia mewajibkan Bank dan/atau pemegang saham Bank untuk 
menyampaikan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) guna 
mengatasi permasalahan permodalan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf a dan huruf b. 
 
Pasal 9 
Bank dalam pengawasan intensif wajib: 
a. menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai permasalahan yang 
dihadapi dan realisasi rencana tindak; 
b. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; 
c. mengkinikan rencana bisnis (business plan); dan 
d. melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
 
Pasal 10 
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b 
disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam 
pengawasan intensif. 
 
Pasal 11 
(1) Rencana tindak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling 
kurang memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi Bank disertai jangka waktu penyelesaiannya. 
 
(2) Bank … 
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(2) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas rencana tindak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
dokumen diterima secara lengkap. 
(3) Dalam  hal  rencana   tindak  yang disampaikan ditolak Bank Indonesia, 
Bank wajib mengajukan perbaikan rencana tindak  paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. 
 
Pasal 12 
(1) Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam 
pengawasan intensif. 
(2) Rencana   perbaikan  permodalan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan 
memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indonesia dalam jangka 
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
(3) Bank Indonesia menilai rencana perbaikan permodalan paling lama 15 
(lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.  
(4) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditolak, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penolakan. 
 
Pasal 13 
(1) Bank  wajib  menyampaikan  kepada  Bank   Indonesia  laporan  realisasi 
rencana tindak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  huruf a setiap akhir 
bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya. 
(2) Laporan … 
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(2) Laporan  realisasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara 
lain: 
a. permasalahan Bank; 
b. tindakan perbaikan; dan 
c. waktu pelaksanaan perbaikan. 
 
Pasal 14 
(1) Bank ditetapkan keluar dari pengawasan intensif apabila Bank sudah tidak 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
(2) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang 
ditetapkan keluar dari pengawasan intensif. 
 
BAB III 
BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS 
Pasal 15 
(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus apabila dinilai 
mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. 
(2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi satu atau 
lebih kriteria sebagai berikut: 
a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); 
b. rasio GWM  dalam  rupiah  kurang  dari rasio yang  ditetapkan untuk 
GWM Bank dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia: 
1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau 
2) Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu 
singkat; atau 
 
c. jangka … 
  
 
 
 
 
- 11 - 
 
 
 
c. jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 terlampaui. 
 
Pasal 16 
Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 
pemberitahuan Bank Indonesia. 
 
Pasal 17 
Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan 
dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disertai 
dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang 
wajib dilakukan Bank. 
 
Pasal 18 
(1) Bank dan/atau pemegang saham dari Bank dalam pengawasan khusus wajib 
melakukan penambahan modal. 
(2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi 
dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16. 
 
Pasal 19 
Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia berwenang: 
a. melarang Bank menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan 
Bank Indonesia kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Bank 
Indonesia … 
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Indonesia Syariah, Giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, dan Surat 
Utang Negara atau Surat Utang Negara Syariah; 
b. memerintahkan Bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan 
saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen); dan/atau 
c. melarang Bank mengubah kepemilikan dari: 
1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih 
dari 10% (sepuluh persen); dan/atau 
2) pemegang saham pengendali termasuk pihak-pihak yang melakukan 
pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, 
kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. 
 
Pasal 20 
(1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 
Pasal 19, Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank dalam 
pengawasan khusus untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7. 
(2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank dalam pengawasan 
intensif dinyatakan tetap berlaku.  
 
Pasal 21 
Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu Bank dalam pengawasan 
khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila: 
a. Bank Indonesia menilai kondisi Bank semakin memburuk; dan/atau  
b. terjadi pelanggaran  ketentuan  perbankan  yang dilakukan oleh Direksi, 
Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali. 
 
Pasal 22 … 
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Pasal 22 
(1) Bank dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada Bank 
Indonesia: 
a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta 
rekening administratif; 
b. rincian aktiva produktif Bank terkini yang dikelompokkan berdasarkan 
kualitasnya; 
c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank terkini;  
d. informasi dan dokumen mengenai: 
1) daftar terkini mengenai simpanan nasabah secara agregat yang 
dikelompokkan berdasarkan nilai nominal; 
2) daftar rincian tagihan dan kewajiban Bank terkini kepada pihak 
terkait; 
3) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia; 
e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan 
Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi 
kredit atau pembiayaan; 
f. struktur terkini kelompok usaha terkait Bank, termasuk badan hukum 
pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders; 
g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan 
mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan 
periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia. 
(2) Laporan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  disampaikan  kepada Bank  
Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Bank ditetapkan dalam 
pengawasan khusus. 
 
Pasal 23 … 
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Pasal 23 
(1) Bank Indonesia mengumumkan: 
a. Bank dalam pengawasan khusus yang dibekukan kegiatan usaha 
tertentu beserta alasan pembekuan dimaksud; dan 
b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank dan/atau larangan 
yang diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. 
(2) Bank Indonesia mengumumkan pula Bank yang telah melakukan perbaikan 
sehingga tidak memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada 
home page Bank Indonesia. 
 
Pasal 24 
(1) Bank wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya mengenai 
kegiatan usaha tertentu yang dibekukan dan perintah yang ditetapkan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. 
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
tanggal diterimanya pemberitahuan dari Bank Indonesia. 
 
Pasal 25 
(1) Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai Bank yang 
ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam             
Pasal 15. 
(2) Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan … 
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dengan keterangan mengenai kondisi Bank yang bersangkutan. 
 
Pasal 26 
(1) Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas pengawas yang 
berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank 
mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank yang 
ditetapkan dalam pengawasan khusus. 
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
kerjasama dengan Bank Indonesia. 
 
Pasal 27 
Bank dalam pengawasan khusus  yang memenuhi kriteria: 
a. rasio KPMM kurang dari 2% (dua persen);  
b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% (nol persen); atau 
c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terlampaui, 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan. 
 
Pasal 28 
Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank bahwa Bank tidak 
dapat disehatkan. 
 
BAB IV 
BANK BERDAMPAK SISTEMIK 
Pasal 29 
(1) Dalam hal Bank Indonesia menengarai Bank dalam pengawasan khusus 
berdampak sistemik, Bank Indonesia  meminta kepada lembaga yang 
berwenang … 
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berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk 
memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak 
berdampak sistemik. 
(2) Selain meminta kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bank Indonesia juga memberitahukan kepada LPS mengenai Bank 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 30 
Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29  menetapkan sebagai 
Bank berdampak sistemik dan Bank yang bersangkutan memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia meminta lembaga 
dimaksud untuk memutuskan langkah-langkah penanganan Bank yang 
bersangkutan. 
 
Pasal 31 
Bank dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 dalam  penanganan permasalahan Bank yang 
bersangkutan. 
 
BAB V 
BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK 
Pasal 32 
Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik memenuhi 
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia memberitahukan 
dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak 
melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan. 
Pasal 33 … 
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Pasal 33 
(1) Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap 
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27, Bank Indonesia melakukan 
pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh 
pemberitahuan dari LPS. 
(2) Penyelesaian lebih lanjut Bank yang telah dicabut izin usahanya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 34 
(1) Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indonesia  menetapkan Bank 
tersebut dalam pengawasan normal. 
(2) Penempatan Bank dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan apabila tidak memenuhi kriteria: 
a. Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 
dan 
b. Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15. 
 
BAB VI 
LAIN-LAIN 
Pasal 35 
Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada 
Bank Indonesia dengan alamat: 
a. Direktorat … 
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a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, 
bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank 
Indonesia; atau 
b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar 
wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. 
 
BAB VII 
SANKSI 
Pasal 36 
Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain 
berupa pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank dan/atau 
larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagi Bank yang tidak melaksanakan 
kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (4),  Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 37 
Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif sebelum berlakunya 
Peraturan Bank Indonesia ini dan memiliki jangka waktu penyelesaian 
melampaui tanggal 17 April 2012, wajib menyesuaikan jangka waktu 
penyelesaian paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank 
Indonesia ini.  
Pasal 38 … 
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Pasal 38 
Bagi Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus sebelum berlakunya 
Peraturan Bank Indonesia ini dan memiliki jangka waktu penyelesaian 
melampaui tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berpedoman 
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008. 
 
BAB IX 
PENUTUP 
Pasal 39 
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka: 
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Penetapan Status Bank,  
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Penetapan Status Bank; dan 
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak 
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 40 
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal di 
tetapkan. 
 
Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 17 Januari 2011 
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PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR: 13/    3    /PBI/2011 
TENTANG 
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK 
 
 
 
UMUM 
Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk 
mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian 
nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri 
perbankan.  Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan 
cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan 
tingkat kepercayaan masyarakat.  
Sebagai bagian dari upaya pemulihan kesehatan Bank, Bank Indonesia 
menetapkan status pengawasan Bank dalam pengawasan intensif atau 
pengawasan khusus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan pengawasan berdasarkan risiko 
(risk based supervision).  Pemulihan kesehatan Bank dilakukan dengan 
menetapkan tindakan pengawasan sesuai dengan permasalahan Bank dan wajib 
diselesaikan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.  
Untuk itu, baik pengurus maupun pemegang saham Bank wajib berperan 
serta secara aktif dalam upaya pemulihan kesehatan Bank karena pelanggaran 
batas waktu penyelesaian permasalahan Bank akan menyebabkan peningkatan 
status pengawasan Bank. 
Dalam … 
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Dalam hal upaya-upaya perbaikan dalam rangka penyehatan Bank tidak 
mencukupi sehingga Bank dinilai tidak dapat lagi disehatkan maka perlu 
dilakukan langkah-langkah penyelesaian. 
 
PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
Ayat (1) 
Cukup jelas.  
Ayat (2) 
 Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah 
pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 15. 
Huruf  b 
Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu 
peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya 
berada dalam pengawasan normal, dengan tujuan untuk 
memulihkan kondisi Bank. 
Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan 
pengawasan (supervisory actions) yang sesuai dengan 
permasalahan Bank. 
Huruf  c 
Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu 
peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya 
berada … 
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berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif 
dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank. 
Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkan tindakan 
pengawasan (supervisory actions) yang sesuai dengan 
permasalahan Bank. 
 
Pasal 3 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Huruf a 
Bank Indonesia berwenang menetapkan  rasio KPMM suatu 
Bank lebih besar dari 8% (delapan persen) untuk mengantisipasi 
potensi kerugian sesuai profil risiko Bank sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban 
penyediaan modal minimum Bank. 
Huruf  b 
Perhitungan modal inti (tier 1) adalah sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban 
penyediaan modal minimum Bank. 
Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, rasio modal 
inti  sebagaimana  dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank adalah 
sebesar 5% (lima persen). 
Huruf  c 
Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimum 
Primer (Statutory Reserve) bagi Bank Umum atau Giro Wajib 
Minimum … 
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Minimum bagi Bank Umum Syariah.  
Ketentuan  mengenai  GWM dalam  rupiah  adalah  sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib 
minimum Bank.  
Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar” 
antara lain adalah: 
- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi 
pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima pinjaman (net 
borrower); 
- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity 
mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka 
pendek; 
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan 
suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku 
bunga wajar (pasar); 
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; 
dan/atau 
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo. 
Huruf  d 
Yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan bermasalah 
adalah apabila memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan 
macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai kualitas aktiva Bank. 
Huruf  e 
Penilaian terhadap keseluruhan risiko (composite risk) dilakukan 
secara periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko 
Bank. 
Huruf f … 
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Huruf  f  
Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank adalah 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank. 
Huruf  g 
Penilaian peringkat faktor manajemen adalah sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian 
tingkat kesehatan Bank. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
Ayat (1) 
Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling 
lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi  
rencana tindak. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “penyelesaian yang bersifat kompleks” antara 
lain kredit sindikasi dan/atau restrukturisasi kredit secara menyeluruh 
yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir. 
 
Pasal 5 
Termasuk dalam pengertian “langkah-langkah atau tindakan pengawasan 
yang wajib dilakukan Bank” antara lain tindakan yang diperintahkan Bank 
Indonesia (mandatory supervisory actions) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6. 
Pasal 6 … 
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Pasal 6 
Pilihan tindakan pengawasan yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia 
kepada Bank disesuaikan dengan permasalahan Bank. 
 
Pasal 7 
Huruf a 
Termasuk “distribusi modal” antara lain pembelian kembali saham 
Bank, pembayaran deviden dan/atau pembayaran bonus atau yang 
dipersamakan dengan bonus kepada  Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris Bank. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “transaksi tertentu dengan pihak terkait” 
antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana 
seperti kredit, surat berharga,  letter of credit, standby letter of credit, 
atau yang sejenis dengan itu. 
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai 
batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum atau batas 
maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah. 
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perorangan atau badan 
hukum tertentu yang bukan pihak terkait. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “ekspansi usaha” antara lain penambahan 
jaringan kantor, kerjasama pemasaran. 
 
Huruf e … 
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Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”bentuk lain yang dipersamakan dengan 
remunerasi” antara lain adalah tunjangan rutin dan tantiem. 
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait 
sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai 
batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum atau batas 
maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
 
Pasal 10  
Cukup jelas. 
 
Pasal 11  
Cukup jelas. 
 
Pasal 12  
Cukup jelas. 
 
 
Pasal 13 … 
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Pasal 13  
Ayat (1) 
Termasuk dalam laporan realisasi ini adalah realisasi pelaksanaan 
perbaikan permodalan (capital restoration plan) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 14  
Cukup jelas. 
 
Pasal 15  
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban 
penyediaan modal minimum Bank. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimum 
Primer (Statutory Reserve) bagi Bank Umum atau Giro Wajib 
Minimum bagi Bank Umum Syariah.  
Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib 
minimum Bank. 
 
Yang … 
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Yang dimaksud dengan “mengalami permasalahan likuiditas 
mendasar” antara lain adalah:  
- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi 
pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima pinjaman (net 
borrower); 
- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity 
mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka 
pendek; 
- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan 
suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku 
bunga wajar (pasar); 
- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana; 
dan/atau 
- peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo. 
Yang dimaksud dengan  “Bank  mengalami perkembangan yang 
memburuk dalam waktu singkat” adalah apabila arah (trend) 
rasio GWM Bank semakin menurun. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Pasal 16  
Cukup Jelas 
 
Pasal 17  
Cukup jelas. 
 
Pasal 18 … 
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Pasal 18  
Ayat (1) 
Penambahan modal Bank harus menjelaskan sumber dana pemenuhan 
tambahan modal yang berasal dari pemegang saham Bank dan/atau 
dari investor baru. 
Ketentuan mengenai rasio KPMM  adalah sebagaimana  dimaksud 
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan 
modal minimum Bank . 
Yang dimaksud dengan “rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia” adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal 
minimum Bank ditambah rasio tertentu untuk mengantisipasi potensi 
kerugian sesuai profil risiko Bank. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 19  
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Angka 1) 
Termasuk dalam pengertian memiliki adalah: 
a. pemegang saham yang secara bersama-sama dengan 
pemegang saham terkait lainnya; 
b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham 
lain … 
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lain (acting in concert); atau 
c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk 
memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan 
pemegang saham tersebut, 
memiliki sebesar sama atau lebih dari 10% (sepuluh persen) 
saham Bank. 
Angka 2) 
Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan 
pengendalian adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (Fit and 
Proper Test) Bank. 
 
Pasal 20  
Cukup jelas. 
 
Pasal 21  
Tindakan membekukan kegiatan usaha tertentu tersebut dimaksudkan 
antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, perlindungan nasabah 
dan/atau minimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. 
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank”  adalah kegiatan usaha Bank 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Pasal 19 dan Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin memburuk” apabila:  
a. KPMM … 
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a. KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat 
ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau 
b. GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dan tidak 
dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
 
Pasal 22  
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat pihak 
perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh 
persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta 
menyebutkan pihak yang menjadi ultimate shareholders. 
 
Huruf g … 
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Huruf g 
Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah 
laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas 
Bank. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 23  
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Pengumuman pada homepage Bank Indonesia dilakukan dengan 
alamat http://www.bi.go.id 
 
Pasal 24  
Cukup jelas. 
 
Pasal 25  
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) … 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 26  
Ayat (1)  
Pemberitahuan terhadap otoritas pengawasan berwenang terhadap 
perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar 
otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan 
induk/perusahaan anak Bank mendapatkan informasi mengenai 
tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah 
antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang 
bank asing maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah 
kantor pusat dari kantor cabang bank asing tersebut. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kerjasama” termasuk kerjasama pengawasan 
Bank secara lintas batas (cross border supervision). 
 
Pasal 27  
Huruf a 
Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal 
minimum Bank. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimum Primer 
(Statutory Reserve) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi 
Bank Umum Syariah.  
Ketentuan … 
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Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib 
minimum Bank. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Pasal 28  
Cukup jelas. 
 
Pasal 29  
Cukup jelas. 
 
Pasal 30  
Cukup jelas. 
 
Pasal 31  
Cukup jelas. 
 
Pasal 32  
Mekanisme pemberitahuan kepada LPS dan batas waktu pengambilan 
keputusan oleh LPS dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bank 
Indonesia dengan LPS. 
 
Pasal 33  
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) … 
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Ayat (2) 
Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain 
pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi. 
 
Pasal 34  
Cukup jelas. 
 
Pasal 35  
Cukup jelas. 
 
Pasal 36  
Yang dimaksud dengan “larangan turut serta kliring” dalam hal ini 
termasuk larangan turut serta dalam Sistem BI-RTGS.  
 
Pasal 37  
Yang dimaksud dengan “berada dalam pengawasan intensif” adalah Bank 
yang memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang 
Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008.  
 
Pasal 38  
Cukup jelas. 
 
Pasal 39  
Cukup jelas. 
 
Pasal 40 … 
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Pasal 40  
Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5190 
DPNP 
 
No. 13 /30 /DPNP Jakarta,  16 Desember 2011 
 
 
S U R A T    E D A R A N 
 
Kepada 
SEMUA BANK UMUM 
DI  INDONESIA 
 
 
Perihal  :  Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia      
Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal 
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan      
Bank Umum serta Laporan Tertentu yang 
Disampaikan kepada Bank Indonesia 
 
 
Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi 
Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 4159) serta dalam rangka sinkronisasi ketentuan 
Bank Indonesia dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia 
yang telah diselaraskan dengan International Financial Reporting 
Standards (IFRS), perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran  
Bank  Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal 
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum 
serta  Laporan   Tertentu  yang  Disampaikan  kepada Bank   Indonesia  
 
 
sebagaimana  . . . 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, sebagai 
berikut:  
1. Seluruh lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan 
Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan 
Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 diubah 
menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran 1a, 
Lampiran 2, Lampiran 2a, Lampiran 3, Lampiran 3a, Lampiran 4, 
Lampiran 5, Lampiran 5a, Lampiran 6, Lampiran 6a, Lampiran 7, 
Lampiran 8, Lampiran 8a, Lampiran 9, Lampiran 9a, Lampiran 10, 
Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank 
Indonesia ini. 
2. Ketentuan dalam butir II.2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
II.2. Cakupan 
a. Laporan yang wajib disajikan dalam Laporan Keuangan 
Publikasi Triwulanan paling kurang terdiri atas: 
1)   Posisi Keuangan/Neraca; 
2)   Laba Rugi Komprehensif; 
3)   Komitmen dan Kontinjensi; 
4)  Transaksi Spot dan Derivatif; 
5)   Kualitas Aset Produktif dan Informasi lainnya; 
6)   Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; dan 
7)   Rasio Keuangan. 
 
 
Format  . . . 
Format laporan sebagaimana butir II.2.a.1) sampai dengan 
butir II.2.a.7) masing-masing menggunakan format 
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, Lampiran 2, 
Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan 
Lampiran 7. 
b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank wajib 
berpedoman pada: 
1)   Pedoman Penyusunan Laporan Posisi Keuangan/Neraca; 
2)  Pedoman Penyusunan Laporan Laba Rugi Komprehensif; 
3)  Pedoman Penyusunan Laporan Komitmen dan 
Kontinjensi; 
4)  Pedoman Penyusunan Laporan Transaksi Spot dan 
Derivatif; 
5)  Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aset Produktif 
dan Informasi Lainnya; 
6)   Pedoman Perhitungan Modal; dan 
7)   Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan. 
Pedoman penyusunan laporan sebagaimana butir II.2.b.1) 
sampai dengan butir II.2.b.7) masing-masing adalah 
sebagaimana pada Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, 
Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14.   
 
Penyajian Laporan Keuangan Publikasi dengan menggunakan 
format laporan sebagaimana dimaksud pada butir II.2.a dilakukan 
sejak laporan posisi bulan Desember 2011. 
 
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 
Desember 2011. 
          
Agar  . . . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman                  
Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia. 
 
Demikian agar Saudara maklum. 
 
BANK INDONESIA, 
 
 
 
WIMBOH SANTOSO 
 DIREKTUR PENELITIAN DAN 
PENGATURAN PERBANKAN 
 
 
 
 
 
DIREKSI 
 No.  31 / 147 / KEP / DIR 
 
SURAT   KEPUTUSAN   
DIREKSI  BANK  INDONESIA 
 
TENTANG 
 
KUALITAS   AKTIVA  PRODUKTIF 
 
DIREKSI  BANK  INDONESIA ,  
 
Menimbang : a. bahwa  kelangsungan  usaha  bank tergantung  pada  
kesiapan  untuk  menghadapi  risiko  kerugian  dari 
penanaman  dana ; 
   
  b. bahwa dalam rangka  kesiapan menghadapi  resiko 
kerugian , pengurus  bank  berkewajiban    menjaga 
kualitas  aktiva  produktif ; 
   
  c. bahwa  dalam menetapkan kualitas  aktiva  produktif 
harus didasarkan  pada prospek  usaha, kondisil 
keuangan  dan kemampuan membayar nasabah ; 
   
  d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu  untuk 
menyempurnakan  ketentuan  tentang kualitas  aktiva  
produktif   dalam   Surat    Keputusan   Direksi   Bank 
Indonesia ; 
 
 Mengingat  : 1. Undang - Undang Nomor  13 Tahun  1968  
   Tentang Bank Sentral ( Lembaran Negara Tahun 
1968 Nomor 63, Tambahan  Lembaran Negara 
Nomor 2865 ) ; 
  2. Undang - Undang Nomor    7 Tahun  1992  
   Tentang Perbankan ( Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 31, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 
3472) ; sebagaimana telah diubah dengan  Undang - 
undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara 
Tahun 1998  Nomor  182, Tambahan Lembaran  
Negara  Nomor  3790 ) ; 
  
 
M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   : 
    
 
Menetapkan    : SURAT  KEPUTUSAN   DIREKSI  BANK  
INDONESIA   TENTANG KUALITAS   AKTIVA  
PRODUKTIF. 
 
Pasal  1 
 
Yang dimaksud  dalam Surat Keputusan ini dengan : 
 
a. Bank adalah Bank umum sebagaimana  dimaksud  
dalam Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  1992  
tentang Perbankan  sebagaimana  telah diubah  
dengan  Undang - Undang  Nomor  10 Tahun  1998. 
b. Aktiva  Produktif  adalah penanaman  dana Bank  
baik dalam  Rupiah  maupun Valuta Asing dalam 
bentuk kredit,  Surat Berharga, Penempatan  Dana 
Antar Bank  Penyertaan,  termasuk  komitmen  dan 
kontinjensi pada  transaksi  rekening administratif ; 
 
c. Kredit  adalah  penyediaan  uang atau tagihan  yang 
dapat  dipersamakan  dengan itu, berdasarkan  
persetujuan  atau  kesepakatan pinjam - meminjam 
antara Bank  dengan pihak lain yang mewajibkan  
pihak peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  
jangka waktu tertentu dengan pemberian  bunga,  
termasuk  ; 
 1. pembelian  surat berharga  nasabah  yang 
dilengkapi   dengan  Note  Purchase  
Agreement ( NPA) ;  
 2. pengambilalihan  tagihan  dalam rangka  
kegiatan anjak piutang ; 
 
d. Surat  Berharga adalah surat pengakuan utang, 
wesel, obligasi, Sekuritas Kredit  atau  setiap  
derivatifnya,  atau kepentingan  lain, atau suatu 
kewajiban  dari penerbit, dalam bentuk  yang lazim 
diperdagangkan  dalam pasar modal  dan pasar 
uang, antara lain ; 
 - Sertifikat  Bank  Indonesia ( SBI )     
 - Surat  Berharga  Pasar  Uang  ( SPBU ) 
 - Surat  Berharga  Komersial ( Commercial Papers ) 
 - Sertifikat  Reksadana  dan  
 - Medium  Term  Note ; 
 
 e. Penempatan   adalah  penanaman dana Bank  pada 
Bank lainnya berupa giro, call  money , deposito  
berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan 
serta  penempatan  lainnya . 
 
f. Penyertaan  adalah  penanaman  dana Bank  dalam  
bentuk saham  pada perusahaan  yang bergerak  
dibidang  keuangan  yang tidak  melalui pasar modal, 
serta bentuk penyertaan  modal sementara  pada  
perusahaan  debitur untuk mengatasi  akibat  
kegagalan  Kredit. 
 
g. Transaksi  Rekening Administrasi  adalah 
komitmen  dan kontinjensi  ( Of - Balance Sheet )  
yang terdiri dari  warkat penerbitan jaminan, 
akseptasi / endosemen,  irrevocable  Letter  of  Credit  
( L/C ) yang masih  berjalan, akseptasi  wesel impor 
atas dasar  L/C  berjangka, penjualan  Surat 
Berharga dengan syarat  repurchase  agreement  ( 
repo ) , standby  L/C   dan garansi  lainnya, serta  
transaksi  derivatif  yang mempunyai  resiko  Kredit. 
 
h. Risiko  Kredit  untuk   transaksi  derivatif adalah  
nilai pasar  ( the  mark  to market  value )  dari 
seluruh  perjanjian/ kontrak  yang menjanjikan 
keuntungan  yang belum  dapat  terealisir namun 
secara  potensial dapat menjadi  kerugian  Bank 
apabila pihak lawan  wanprestasi. 
 
Pasal   2 
 
(1) Penanaman dana Bank pada Aktiva  Produktif wajib  
dilaksanakan  berdasarkan prinsip kehati - hatian. 
(2) Pengurus Bank wajib memantau dan mengambil 
langkah - langkah  agar kualitas Aktiva  Produktif 
senantiasa  dalam keadaan baik. 
 
Pasal   3 
 
Kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan : 
a. prospek  usaha    ; 
b. kondisi keuangan  dengan penekanan  pada arus  
kas  debitur ; dan 
c. kemampuan  membayar ; 
 
 
Pasal   4 
 
(1) Kualitas  Kredit   digolongkan  menjadi lancar, dalam 
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan  dan 
macet menurut kriteria yang ditetapkan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran   Surat Keputusan ini. 
 
(2) Lampiran   sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) 
merupakan bagian  yang tidak  terpisahkan  dari 
Surat Keputusan  ini. 
 
 
 
Pasal   5 
 
Kualitas Aktiva  Produktif  yang  oleh Bank telah ditetapkan  
lancar dan dalam perhatian khusus  akan diturunkan oleh 
Bank Indonesia  menjadi setinggi - tingginya  kurang lancar, 
apabila dokumen dan arsip debitur tidak dapat  memberikan  
informasi yang cukup. 
 
Pasal   6 
 
(1) Dalam hal debitur  pada satu Bank memiliki beberapa 
rekening dengan  kualitas yang berbeda, kualitas 
masing - masing rekening  mengikuti  rekening Kredit  
dengan kualitas yang paling rendah. 
 
(2) Kualitas setiap rekening  Kredit  sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembalikan  
menjadi kualitas yang sebenarnya  sepanjang 
terdapat  bukti -bukti dan dokumentasi yang cukup 
untuk  menyatakan  kepastian  pemenuhan  dan 
kelancaran  pembayaran  dari ddebitur yang dinilai 
berdasarkan prospek  usaha, kondisi keuangan  dan 
kemampuan  membayar. 
 
Pasal   7 
 
Penggolongan  kualitas Transaksi  Rekening Administratif  
ditetapkan sesuai  dengan ketentuan  penggolongan  
kualitas Kredit sebagaimana dimmaksud  dalam  Pasal  4 . 
 
 
 
Pasal   8 
 (1) Penggolongan  kualitas Kredit dan Transaksi  
Rekening Administratif yang berjumlah  lebih besar 
dari  Rp.  350.000.000,00 ( tiga ratus lima puluh juta 
rupiah )   baik untuk  debitur individual  atau  debitur 
grup didasarkan atas ketentuan  dalam Pasal 4. 
 
(2) Penggolongan kualitas Kredit dan Transaksi  
Rekening Administratif yang berjumlah sampai 
dengan  dari  Rp.  350.000.000,00 ( tiga ratus 
lima puluh juta rupiah ) untuk  debitur individual  atau  
debitur grup hanya didasarkan atas ketepatan  
pembayaran  pokok  dan bunga  sebagaimana  
dimaksud   dalam  Pasal  4. 
 
Pasal   9 
 
Penggolongan kualitas Surat  Berharga  ditetapkan : 
 
a.  Lancar : 
   
 1. Sertifikat  Bank Indonesia ( SBI ) dan Surat 
Utang Pemerintah  ; 
  
 2. Surat Berharga Pasar Uang  ( SBPU ) yang 
belum  jatuh tempo ; 
  
 
 3. Surat Berharga Komersial ( Commercial  
Papers / Cps )  nyang belum jatuh tempo 
dengan  peringkat  IdA1 - IdA2 - IdA3 - IdA4 
sebagaimana  ditetapkan  oleh PT. 
Pemeringkat Efek Indonesia ( PT Pefindo ) 
atau yang  setingkat dengan itu dari lembaga  
pemeringkat yang memiliki reputasi baik dan 
dikenal  luas  oleh Masyarakat ; 
  
 4. Obligasi yang  dicatat  dan diperdagangkan di 
Pasar Modal, belum jatuh tempo, dan kupon 
selalu dibayar dalam  jumlah  dan waktu  yang 
tepat. 
    
 5. Sertifikat Reksadana yang memiliki  prospek 
pengembalian, serta mengikuti  ketentuan  
untuk surta berharga  komersial  atau obligasi  
sebagaimana dimaksud dalam  angka 3 dan 
angka 4  dan portofolionya  tidak mengandung 
saham ; 
  
 6. Surat Berharga  lainnya  seperti Medium Term 
Note yang mempunyai prospek  pengembalian  
serta  mengikuti ketentuan  untuk surat 
berharga komersial  atau obligasi  
sebagaimana  dimaksud  dalam angka 3  dan 
angka  4. 
 
 
 
b. Macet ; 
 
 - apabila  tidak memenuhi kriteria  sebagaimana  
dimaksud  dalam  huruf  a. 
    
Pasal   10 
 
(1) Penggolongan  Kualitas Penyertaan  pada 
perusahaan  yang bergerak dibidang  keuangan  
dengan pangsa Bank kurang  dari 20% ( dua puluh 
perseratus )  ditetapkan  sebagai  berikut : 
  
 a. Lancar  : 
 
 Perusahaan  tempat penyertaan Bank  
memperoleh laba dan tidak mengalami 
kerugian  kumulatif berdasarkan  laporan  
keuangan tahun  buku terakhir yang telah 
diaudit ; 
 
 b. Kurang  Lancar   : 
 
 Perusahaan  tempat penyertaan Bank  
mengalami  kerugian   sampai    dengan    25% 
( dua puluh lima perseratus ) dari modal  
perusahaan   berdasarkan  laporan  keuangan 
tahun  buku terakhir yang telah diaudit ; 
 
  
 c. Diragukan  : 
 
 Perusahaan  tempat penyertaan Bank  
mengalami  kerugian   lebih dari  25% ( dua 
puluh lima perseratus )   sampai    dengan 
50% ( lima puluh perseratus ) dari modal 
perusahaan    berdasarkan  laporan  keuangan 
tahun  buku terakhir yang telah diaudit ; 
  
 d. Macet  : 
 
 Perusahaan  tempat penyertaan Bank  
mengalami  lebih dari 50% ( lima puluh 
perseratus ) dari modal  perusahaan   
berdasarkan  laporan  keuangan tahun  buku 
terakhir yang telah diaudit ; 
  
(2)  Penyertaan  pada perusahaan  yang bergerak 
dibidang    keuangan  dengan  pangsa  Bank  20 %         
( dua puluh perseratus ) atau lebih maupun  
penyertaan  modal  sementara pada  perusahaan  
debitur untuk  mengatasi  akibat kegaala  Kredit, 
digolongkan  lancar dan penyertaan wajib dicatat  
dengan  metode ekuitas ( equity  method ). 
 
Pasal   11 
 
Penggolongan  kualitas Penempatan hanya  didasarkan 
pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga  
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 . 
 
Pasal  12  
 
(1) Pendapatan  dari Aktiva Produktif dengan kualitas 
kurang  lancar, diragukan, dan macet hanya boleh 
diakui apabila telah  diterima secara tunai.  
 
(2) Pendapatan  dari Aktiva Produktif dengan kualitas   
lancar  dan kualitas  dalam perhatian  khusus yang 
telah diakui  secara  akrual dikoreksi apabila kualitas 
Aktiva Produktif, menjadi kurang  lancar, diragukan, 
atau macet. 
 
Pasal   13 
 
Pelangaran terhadap ketentuan  dalam Surat Keputusan ini  
akan dikenakan  sanksi administratif  sebagaimana  
dimaksud  dalam Pasal  52 Undang - undang  Nomor 7  
Tahun  1992 tentang Perbankan sebagaimana  telah  
diubah  dengan   Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998. 
 
Pasal  14 
 
(1) Ketentuan  dalam Surat  Keputusan  ini berlaku pula  
bagi Bank berdasarkan  Prinsip  Syari’ah. 
 
(2) Prinsip Syari’ah sebagaimana  dimaksud dalam  
ayat (1) adalah aturan  perjanjian  berdasarkan  
hukum Islam  antara Bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan / atau  pembiayaan  kegiatan  
usaha, atau  kegiatan lainnya  yang dinyatakan  
sesuai  dengan  syariah , antara lain ; 
 
 - mudharabah   :  pembiayaan berdasarkan  prinsip 
bagi  hasil  
 - musharakah :  pembiayaan berdasarkan  prinsip 
penyerttaan  modal. 
 - murabahah : prinsip jual beli barang  dengan 
memperoleh  keuntungan,  
 - ijarah  : pembiayaan  barang modal  
berdasarkan  prinsip sewa murni  
tanpa pilihan  atau, 
 - ijarah wa igtina : dengan adanya  pilihan  
pemindahan kepemilikan  atas 
barang  yang disewa dari  pihak 
Bank oleh  pihak  lain  
 
(3). Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah 
penyediaan  uang atau tagihan  yang dapat 
dipersamakan   dengan itu bedasarkan  persetujuan  
atau kesepakatan  antara Bank dengan pihak  lain 
yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  untuk 
mengembalikan uang atau  tagihan  tersebut  setelah 
jangka  waktu tertentu dengan  imbalan  atau bagi 
hasil. 
 
Pasal   15 
 
Penempatan pada Bank  lain  dan Surat Berharga  yang  
diendos  oleh Bank  lain  yang ikut  serta dalam  program 
penjaminan Pemerintah digolongkan  lancar  selama 
program  penjaminan  Pemerintah  berlaku dan Bank  
memenuhi persyaratan program  penjaminan . 
 
 
 
 
 
Pasal   16 
 
Dengan dikeluarkannya  Surat Keputusan ini maka : 
a. Surat Keputusan Direksi  Bank Indonesia Nomor  26 / 
22 / KEP / DIR   tanggal  29  Mei  1993  tentang 
Kualitas  Aktiva  Produktif  dan Pembentukan 
Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif , khusus 
bagi Bank Umum  dinyatakan tidak berlaku ; 
Penyempurnaan  Surat Keputusan  Direksi  Bank 
Indonesia  Nomor  26 / 22 / KEP/ DIR tanggal 29 Mei 
1993  tentang Kualitas  Aktiva  Produktif  dan  
Pembentukan Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  
Produktif khusus bagi  Bank Umum  dinyatakan tidak 
berlaku ; 
b. Surat Keputusan Direksi  Bank Indonesia Nomor 31/ 
268 / KEP / DIR   tanggal  27 Februari 1998  tentang 
Pembentukan Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  
Produktif, dicabut  dan dinyatakan  tidak  berlaku . 
 
 
Pasal  14 
 
Surat    Keputusan   ini   mulai berlaku  pada tanggal  
31  Desember  1998. 
 
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan 
pengumuman  Surat Keputusan ini dengan  
penempatannya  dalam Berita Negara Republik  
Indonesia. 
 
                
          Ditetapkan   di   :  Jakarta 
                        Pada  tanggal    :  12  November  1998  
     --------------------------------------------------- 
 
       DIREKSI 
                          BANK     INDONESIA 
 
 
 
            Achwan        Subarjo   Joyosumarto 
 
 
 
 
 
 
 
 



PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
LAPORAN KEUANGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
No. POS-POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember 2011 (Diaudit) 31 Desember 2010 (Diaudit)
L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
No. POS-POS 31 Des 2011(Diaudit)
31 Des 2010
(Diaudit)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS-POS 31 Des 2011
(Diaudit)
31 Des 2010
(Diaudit)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS-POS 31 Des 2011(Diaudit)
31 Des 2010
(Diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah - -
b. Valuta Asing - -
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - -
3. Lainnya - -
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah - -
- Valuta Asing - -
ii. Uncommitted
- Rupiah - -
- Valuta Asing - -
b. Lainnya
i. Committed 665.448 443.135
ii. Uncommitted 4.480.047 4.061.141
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah - -
ii. Valuta Asing - -
b. Uncommitted
i. Rupiah 4.483 7.300
ii. Valuta Asing - -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri - -
b. L/C dalam negeri - -
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - -
5. Lainnya - 84
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 141.981 10.424
b. Valuta Asing 17.276 19.628
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 404.047 390.774
b. Bunga lainnya - -
3. Lainnya 264.570 215.601
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 198.737 41.309
b. Valuta Asing 36.982 2.748
2. Lainnya - -
I. PIHAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
2. Tagihan spot dan derivatif
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
3. Surat berharga
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
6. Tagihan Akseptasi - - - - - - - - - - - -
7. Kredit
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
i.  Rupiah - - - - - - - - - - - -
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
b. Bukan debitur UMKM
i.  Rupiah 21.028 256 - - - 21.284 19.542 1.292 - - - 20.834
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
c. Kredit yang direstrukturisasi 
i.  Rupiah - - - - - - - - - - - -
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
d. Kredit properti 7.848 1 - - - 7.849 3.709 621 - - - 4.330
8. Penyertaan - - - - - - - - - - - -
9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - -
10. Komitmen dan kontinjensi
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
II. PIHAK TIDAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah 316.949 - - - - 316.949 386.299 - - - - 386.299
b. Valuta Asing 197.308 - - - 2.314 199.622 140.665 - - - 2.374 143.039
2. Tagihan spot dan derivatif
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
3. Surat berharga *
a. Rupiah   2.666.593 11.997 246 257 395 2.679.488 3.800.971 8.472 65 66 98 3.809.672
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah 5.166.293 - - - - 5.166.293 4.314.775 - - - - 4.314.775
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
6. Tagihan Akseptasi - - - - - - - - - - - -
7. Kredit
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
i.  Rupiah   12.404.602 689.899 28.530 91.999 354.873 13.569.903 5.713.272 516.770 39.171 69.701 167.870 6.506.784
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
b. Bukan debitur UMKM
i.  Rupiah   41.626.267 7.076.805 149.015 106.814 1.013.596 49.972.497 37.482.154 6.133.920 113.392 157.301 1.135.116 45.021.883
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
c. Kredit yang direstrukturisasi 
i.  Rupiah   248.143 17.169 2.528 52.906 14.569 335.315 106.667 59.063 584 355 3.765 170.434
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
d. Kredit properti   46.628.231 7.413.506 162.586 230.280 1.099.556 55.534.159 38.939.747 6.361.217 141.302 178.642 1.156.047 46.776.955
8. Penyertaan - - - - - - - - - - - -
9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - -
10. Komitmen dan kontijensi
a. Rupiah 5.156.250 192.465 - - - 5.348.715 4.287.550 265.335 - - - 4.552.885
b. Valuta Asing 36.982 - - - - 36.982 2.748 - - - - 2.748
11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
III. INFORMASI LAIN
1. Total aset bank yang dijaminkan:
a.  Pada Bank Indonesia - -
b.  Pada pihak lain - -
2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 957.729 949.818
3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 866.740 820.992
4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 15,84% 12,62%
5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK)  
terhadap total kredit 2,68% 1,80%
6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 1,64% 1,07%
7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK)  
terhadap total debitur 1,09% 0,65%
8. Lainnya
a. Penerusan kredit - -
b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - -
c. Aset produktif yang dihapus buku 745.587 776.354
d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih 74.743 78.469
e. Aset produktif yang dihapus tagih - -
ASET
1. Kas 512.399 362.769
2. Penempatan pada Bank Indonesia 14.736.036 6.125.541
3. Penempatan pada bank lain 516.571 529.338
4. Tagihan spot dan derivatif - -
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 208.110 399.000
b. Tersedia untuk dijual 523.892 1.511.960
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1.947.486 1.898.712
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - -
6. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 5.166.293 4.314.775
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - -
8. Tagihan akseptasi - -
9. Kredit - -
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - -
b. Tersedia untuk dijual - -
c. Dimiliki hingga jatuh tempo - -
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 59.337.756 48.702.920
10. Pembiayaan Syariah 4.225.928 2.846.581
11. Penyertaan - -
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a. Surat berharga (5.014) (2.820)
b. Kredit  (944.098) (880.686)
c. Lainnya  (5.373) (5.530)
13. Aset tidak berwujud - -
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- - -
14. Aset tetap dan inventaris 2.278.166 2.034.213
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (780.711) (583.376)
15. Aset non produktif  - -
a. Properti terbengkalai 10.173 10.173
b. Aset yang diambil alih - -
c. Rekening tunda -  -
d. Aset antar kantor - -
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - -
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - -
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- (8.808) (8.462)
17. Sewa pembiayaan - -
18. Aset pajak tangguhan 58.188 38.836
19. Aset lainnya 1.344.465 1.091.595
TOTAL ASET 89.121.459 68.385.539
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro 13.070.124 5.134.737
2. Tabungan 14.547.926 10.683.429
3. Simpanan berjangka 31.027.400 29.513.925
4. Dana investasi revenue sharing 3.324.564 2.213.956
5. Pinjaman dari Bank Indonesia 1.258.134 1.386.684
6. Pinjaman dari bank lain 808.386 563.675
7. Liabilitas spot dan derivatif - -
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 4.450.494 3.463.819
9. Utang akseptasi - -
10. Surat berharga yang diterbitkan 5.438.382 4.139.934
11. Pinjaman yang diterima - -
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal - -
b. Pinjaman yang diterima lainnya 4.434.524 2.011.388
12. Setoran Jaminan 4.734 3.919
13. Liabilitas antar kantor - -
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - -
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - -
14. Liabilitas pajak tangguhan - -
15. Liabilitas lainnya 3.435.148 2.822.795
16. Dana investasi profit sharing - -
TOTAL LIABILITAS 81.799.816 61.938.261
EKUITAS
17. Modal Disetor - -
a. Modal dasar 10.239.217 10.239.217
b. Modal yang belum disetor -/- (5.821.232) (5.882.188)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - -
18. Tambahan modal disetor - -
a. Agio 734.359 639.626
b. Disagio -/- - -
c. Modal Sumbangan - -
d. Dana setoran modal 60.159 60.845
e. Lainnya - -
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
tersedia untuk dijual 35.181 127.641
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - -
d. Selisih penilaian kembali aset tetap - -
e. Bagian pendapatan kompehensif lain dari entitas asosiasi - -
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti - -
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain - -
h. Lainnya - -
20. Selisih kuasi reorganisasi - -
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - -
22. Ekuitas lainnya - -
23. Cadangan - -
a. Cadangan Umum  620.524 212.199
b. Cadangan Tujuan  334.774 134.000
24. Laba/rugi - -
a. Tahun-tahun lalu - -
b. Tahun berjalan 1.118.661 915.938
25. Kepentingan Non Pengendali - -
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  7.321.643 6.447.278
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  89.121.459 68.385.539
Catatan :
1. Informasi keuangan di atas per tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, & Surja, firma
anggota Ernst & Young Global Limited (Partner penanggung jawab adalah Hari
Purwantono) dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2012 dan 25 Maret 2011 dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. Karena informasi keuangan di atas diambil dari
Laporan Keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian
yang lengkap dari Laporan Keuangan.
2 Informasi keuangan tersebut di atas disusun dan disajikan sesuai dengan:
a. Laporan Keuangan publikasi diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi
Keuangan Bank" dan disajikan sesuai Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang "Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan
kepada Bank Indonesia" sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia
No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005, Surat Edaran Bank Indonesia
No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP
tanggal 31 Maret 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal
16 Desember 2011.
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005
tanggal 29 November 2005 perihal "Transparansi Kondisi Keuangan Bank";
c. Peraturan No. X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal
30 September 2003 tentang "Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala".
3. Berdasarkan Surat Keputusan BI No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011
perihal "Penyesuaian Pelaporan di LBU, Penyajian di Laporan Keuangan, dan Penerbitan
SE No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Mengenai Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan dan Bulanan Bank Umum", Bank Tidak diwajibkan membentuk Penghapusan
Aktiva (PPA) Untuk Aset Non - Produktif dan Transaksi Rekening Administratif, namun
Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai sesuai ketentuan
yang berlaku. Berhubungan dengan hal tersebut, maka akun tertentu dalam informasi
keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian informasi keuangan konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
4. Sejak 1 Januari 2010, Bank telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen
Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan“, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen
Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran“. Penerapan PSAK ini dilakukan secara
Prospektif.
5. Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
adalah masing-masing sebesar Rp 9.067,50 dan Rp 9.010,00.
No. KOMPONEN MODAL
31 Des 2011
(Diaudit)
31 Des 2010
(Diaudit)
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
I. KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI 6.584.012 5.738.730
1. Modal disetor 4.417.985 4.357.029
2. Cadangan Tambahan Modal 2.166.027 1.381.701
2.1 Faktor penambah 2.171.877 1.381.701
a. Agio 734.359 639.626
b. Modal Sumbangan - -
c. Cadangan Umum 620.524 212.199
d. Cadangan Tujuan 334.774 134.000
e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) (82.492) (42.060)
f.  Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 564.712 437.936
g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - -
h. Dana Setoran Modal - -
i.  Waran yang diterbitkan (50%) - -
j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program - -
kompensasi berbasis saham (50%) - -
2.2 Faktor pengurang (5.850) -
a. Disagio - -
b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - -
c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) - -
d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - -
e. Pendapatan komprehensif lain: Kerugian dari 
penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori 
Tersedia untuk Dijual - -
f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian
penurunan nilai atas aset produktif (5.850) -
g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
atas aset non produktif yang wajib dihitung - -
h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar
dari instrumen keuangan dalam trading book - -
3. Modal Inovatif
3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - -
3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) - -
3.3 Instrumen Modal Inovatif lainnya - -
4. Faktor Pengurang Modal Inti
4.1 Goodwill - -
4.2 Aset tidak berwujud lainnya - -
4.3 Penyertaan (50%) - -
4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - -
5. Kepentingan Non Pengendali - -
B. MODAL PELENGKAP 511.747 416.033
1. Level Atas (Upper Tier 2) 511.747 416.033
1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - -
1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - -
1.3 Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif) - -
1.4 Mandatory convertible bond - -
1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal inti - -
1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - -
1.7 Revaluasi aset tetap - -
1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 511.747 416.033
1.9 Pendapatan komprehensif lain: Keuntungan dari
peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori
Tersedia untuk Dijual (45%) - -
2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50 % Modal Inti - -
2.1 Redeemable preference shares - -
2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan - -
2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - -
3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap - -
3.1 Penyertaan (50%) - -
3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - -
C. FAKTOR PENGURANG MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP 127.393 85.193
Eksposur Sekuritisasi 127.393 85.193
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN  (TIER 3) - -
E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN
UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR - -
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) 6.968.366 6.069.570
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL
PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK
MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) 6.968.366 6.069.570
IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK
RISIKO KREDIT 40.939.774 33.282.669
V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK
RISIKO OPERASIONAL 5.283.745 2.774.087
VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 149.515 208.458
VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK
RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 15,08% 16,83%
VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO
KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III:(IV+V+VI)] 15,03% 16,74%
POS - POS
31 Des 2011
(Diaudit)
31 Des 2010
(Diaudit)
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan bunga dan bagi hasil, provisi dan komisi 7.411.788 6.424.521
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan 74.743 78.758
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi (3.759.750)  (3.141.922)
Pembayaran pajak penghasilan badan (415.944)  (291.979)
Beban operasional lainnya  - bersih (2.107.691)  (2.131.694)
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - bersih (3.488)  (13.495)
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan Liabilitas operasi 1.199.658 924.189
Perubahan dalam aset dan Liabilitas operasi :
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi :
Penempatan pada bank lain 41.912 62.450
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan  laba rugi dan
tersedia untuk dijual  290.112 (278.269)
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar
melalui laporan  laba rugi dan
tersedia untuk dijual  12.016 (532.558)
Tagihan swap suku bunga - 33.410
Pembiayaan/piutang syariah (1.379.347)  (850.830)
Kredit yang diberikan (10.709.579)  (10.044.476)
Aset lain-lain (6.604)  307.463
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi :
Liabilitas segera 258.186 34.795
Simpanan dari nasabah
Giro 7.679.510 (2.220.607)
Giro wadiah  295.902 30.511
Tabungan  3.819.294 1.850.934
Tabungan wadiah dan mudharabah  128.992 75.729
Deposito berjangka  1.513.475 6.742.806
Deposito berjangka mudharabah  986.795 851.721
Simpanan dari bank lain  234.699 53.509
Liabilitas lain-lain 434.225 126.265
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 4.799.245 (2.832.958)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan (pembelian) efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo 7.452 2.304.519
Pembelian Aset Tetap (298.710)  (335.552)
Penjualan (pembelian) obligasi pemerintah yang dimiliki
hingga jatuh tempo  (50.326)  1.013.395
Kas bersih diperoleh dari 
(Digunakan untuk Aktivitas Investasi)  (341.584)  2.982.362
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan  1.300.000 1.650.000
Hasil dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali  986.675 (100.890)
Penjualan (pembelian) kembali obligasi dalam perbendaharaan - 20.000
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan - (750.000)
Eksekusi Program Kompensasi Karyawan Berbasis Saham 155.690 -
Pembayaran dividen dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (306.840)  (143.221)
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima 2.295.520 415.789
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 4.431.045 1.091.678
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 8.888.706 1.241.082
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 6.955.098 5.714.016
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 15.843.804 6.955.098
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sbb :
Kas 512.399 362.769
Giro pada Bank Indonesia 5.261.418 4.126.152
Giro pada Bank Lain 210.574 153.797
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo
tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 9.759.976 2.312.380
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo
tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 99.437 -
Jumlah Kas dan Setara Kas 15.843.804 6.955.098
 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah 7.788.232 6.648.936
b. Valuta asing 253 1.373
2. Beban Bunga
a. Rupiah 4.000.327 3.291.559
b. Valuta asing 31 253
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 3.788.127 3.358.497
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i Surat berharga  3.201 4.396
ii Kredit - -
iii Spot dan derivatif - -
iv Aset keuangan lainnya - -
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - -
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i Surat berharga  40.381 110.495
ii Kredit - -
iii Aset keuangan lainnya - -
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 66 22.721
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - -
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 8.396 5.413
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 57.695 14.051
i. Pendapatan lainnya 463.958 368.782 
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan Nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga - 36
ii. Kredit - -
iii. Spot dan derivatif - 23.122
iv. Aset keuangan lainnya - -
b. Peningkatan Nilai wajar Liabilitas keuangan - -
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga  213 -
ii. Kredit - -
iii. Aset keuangan lainnya - -
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 93 72
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga  2.194 747
ii. Kredit 98.036 199,007
iii. Pembiayaan syariah 9.144 124.833
iv. Aset keuangan lainnya - 21.244
f. Kerugian terkait risiko operasional - -
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - -
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4.665 3.200
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 345 -
j. Beban tenaga kerja 892.833 762.897
k. Beban promosi 196.958 156.267
l. Beban lainnya 1.631.595 1.329.210
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2.262.379) (2.094.777)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 1.525.748 1.263.720
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1.625 -
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1.929 3.920
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (7.043) (17.418)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (3.489) (13.498)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1.522.259 1.250.222
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan (392.836) (374.350)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (10.762)  40.066
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 1.118.661 915.938
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual (123.280) 242.507
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - -
d. Keuntungan revaluasi aset tetap - -
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - -
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 30.820 (60.627)
h. Lainnya - -
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak
penghasilan terkait (92.460) 181.880
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1.026.201 1.097.818
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK - -
KEPENTINGAN NON PENGENDALI - -
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN - -
Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK - -
KEPENTINGAN NON PENGENDALI - -
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN - -
TRANSFER LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KE KANTOR PUSAT - -
DIVIDEN - -
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S.E. & O
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Direksi
Iqbal Latanro Saut Pardede
Direktur Utama Direktur
No. POS-POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember 2011 (Diaudit) 31 Desember 2010 (Diaudit)
L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
*)  Termasuk di dalamnya Obligasi Pemerintah dalam rangka Rekapitalisasi.
I. PIHAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
2. Tagihan spot dan derivatif
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
3. Surat berharga
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
6. Tagihan Akseptasi - - - - - - - - - - - -
7. Kredit
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
i.  Rupiah - - - - - - - - - - - -
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
b. Bukan debitur UMKM
i.  Rupiah 21.028 256 - - - 21.284 19.542 1.292 - - - 20.834
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
c. Kredit yang direstrukturisasi 
i.  Rupiah - - - - - - - - - - - -
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
d. Kredit properti 7.848 1 - - - 7.849 3.709 621 - - - 4.330
8. Penyertaan - - - - - - - - - - - -
9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - -
10. Komitmen dan kontinjensi
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
II. PIHAK TIDAK TERKAIT
1. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah 316.949 - - - - 316.949 386.299 - - - - 386.299
b. Valuta Asing 197.308 - - - 2.314 199.622 140.665 - - - 2.374 143.039
2. Tagihan spot dan derivatif
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
3. Surat berharga *
a. Rupiah   2.666.593 11.997 246 257 395 2.679.488 3.800.971 8.472 65 66 98 3.809.672
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji
dibeli kembali (Repo)
a. Rupiah 5.166.293 - - - - 5.166.293 4.314.775 - - - - 4.314.775
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo)
a. Rupiah - - - - - - - - - - - -
b. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
6. Tagihan Akseptasi - - - - - - - - - - - -
7. Kredit
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
i.  Rupiah   12.404.602 689.899 28.530 91.999 354.873 13.569.903 5.713.272 516.770 39.171 69.701 167.870 6.506.784
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
b. Bukan debitur UMKM
i.  Rupiah   41.626.267 7.076.805 149.015 106.814 1.013.596 49.972.497 37.482.154 6.133.920 113.392 157.301 1.135.116 45.021.883
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
c. Kredit yang direstrukturisasi 
i.  Rupiah   248.143 17.169 2.528 52.906 14.569 335.315 106.667 59.063 584 355 3.765 170.434
ii. Valuta Asing - - - - - - - - - - - -
d. Kredit properti   46.628.231 7.413.506 162.586 230.280 1.099.556 55.534.159 38.939.747 6.361.217 141.302 178.642 1.156.047 46.776.955
8. Penyertaan - - - - - - - - - - - -
9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - -
10. Komitmen dan kontijensi
a. Rupiah 5.156.250 192.465 - - - 5.348.715 4.287.550 265.335 - - - 4.552.885
b. Valuta Asing 36.982 - - - - 36.982 2.748 - - - - 2.748
11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
III. INFORMASI LAIN
1. Total aset bank yang dijaminkan:
a.  Pada Bank Indonesia - -
b.  Pada pihak lain - -
2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 957.729 949.818
3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 866.740 820.992
4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 15,84% 12,62%
5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK)  
terhadap total kredit 2,68% 1,80%
6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 1,64% 1,07%
7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK)  
terhadap total debitur 1,09% 0,65%
8. Lainnya
a. Penerusan kredit - -
b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - -
c. Aset produktif yang dihapus buku 745.587 776.354
d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih 74.743 78.469
e. Aset produktif yang dihapus tagih - -
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
31 Desember 2011 (Diaudit) 31 Desember 2010 (Diaudit)
CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk
Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus
1. Penempatan pada bank lain 2.314 3.059 3.059 2.314 2.374 3.156 3.150 2.374
2. Tagihan spot dan derivatif  - - - - - - - -
3. Surat berharga - 5.014 3.854 1.160 - 2.820 2.256 564
4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - -
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali (Reverse Repo) - - - - - - - -
6. Tagihan akseptasi - - - - - - - -
7. Kredit   124.989 819.109 539.158 308.101 82.320 798.366 429.820 328.107
8. Penyertaan - - - - - - - -
9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - -
10. Transaksi rekening administrasi - 3.244 8.991 103 - 60.782 41.439 13.282
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
Tanggal 31 Desember 2011
(% per tahun)
Suku Bunga Dasar Kredit
(prime lending rate) 10,56% 10,68% 11,08% 11,38%
Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
Berdasarkan Segmen Bisnis
Kredit Kredit
Korporasi Ritel
Kredit Konsumsi
KPR Non KPR
Catatan :
1. Informasi keuangan di atas per tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, & Surja, firma
anggota Ernst & Young Global Limited (Partner penanggung jawab adalah Hari
Purwantono) dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2012 dan 25 Maret 2011 dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. Karena informasi keuangan di atas diambil dari
Laporan Keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian
yang lengkap dari Laporan Keuangan.
2 Informasi keuangan tersebut di atas disusun dan disajikan sesuai dengan:
a. Laporan Keuangan publikasi diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi
Keuangan Bank" dan disajikan sesuai Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang "Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan
kepada Bank Indonesia" sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia
No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005, Surat Edaran Bank Indonesia
No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP
tanggal 31 Maret 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal
16 Desember 2011.
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005
tanggal 29 November 2005 perihal "Transparansi Kondisi Keuangan Bank";
c. Peraturan No. X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal
30 September 2003 tentang "Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala".
3. Berdasarkan Surat Keputusan BI No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011
perihal "Penyesuaian Pelaporan di LBU, Penyajian di Laporan Keuangan, dan Penerbitan
SE No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Mengenai Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan dan Bulanan Bank Umum", Bank Tidak diwajibkan membentuk Penghapusan
Aktiva (PPA) Untuk Aset Non - Produktif dan Transaksi Rekening Administratif, namun
Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai sesuai ketentuan
yang berlaku. Berhubungan dengan hal tersebut, maka akun tertentu dalam informasi
keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian informasi keuangan konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
4. Sejak 1 Januari 2010, Bank telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen
Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan“, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen
Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran“. Penerapan PSAK ini dilakukan secara
Prospektif.
5. Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
adalah masing-masing sebesar Rp 9.067,50 dan Rp 9.010,00.
Kantor Pusat :
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp. (021) 6336789, 6332666 Fax. (021) 6346704
Kantor Cabang : 
• Ambon • Balikpapan • Banda Aceh • Bandar Lampung • Bandung
• Bandung Timur • Bangkalan • Banjarmasin • Batam • Bekasi • Bengkulu
• Bogor • Bumi Serpong Damai • Cibubur • Cikarang • Cilegon • Cimahi
• Ciputat • Cirebon • Denpasar • Depok • Gresik • Gorontalo • Harapan Indah
•  J a k a r t a  C a w a n g  •  J a k a r t a  K u n i n g a n  •  J a k a r t a  H a r m o n i
• Jakarta Melawai • Jambi • Jayapura   • Jember • Karawaci • Karawang
• Kelapa Gading Square • Kebon Jeruk • Kediri • Kendari • Kupang • Madiun
• Makassar • Malang • Manado • Mataram • Medan • Padang • Palangkaraya
• Palembang • Palu • Pangkal Pinang • Pekalongan • Pekanbaru • Pontianak
• Purwakarta • Purwokerto • Samarinda • Semarang • Sidoarjo • Solo
• Surabaya • Surabaya Bukit Darmo • Tangerang • Tanjung Pinang
 • Tasikmalaya • Ternate • Yogyakarta.
PENGURUS BANK
Komisaris
Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen : Zaki Baridwan
Komisaris : Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen : Subarjo Joyosumarto
Komisaris Independen : Deswandhy Agusman
Komisaris : Gatot Mardiwasisto*
Komisaris : Iskandar Saleh
Direksi
Direktur Utama : Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama : Evi Firmansyah
Direktur : Sunarwa
Direktur : Saut Pardede
Direktur : Irman A. Zahiruddin
Direktur : Purwadi
PEMILIK BANK
PEMERINTAH : 71,91%
MASYARAKAT : 28,09%
I. KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI 6.584.012 5.738.730
1. Modal disetor 4.417.985 4.357.029
2. Cadangan Tambahan Modal 2.166.027 1.381.701
2.1 Faktor penambah 2.171.877 1.381.701
a. Agio 734.359 639.626
b. Modal Sumbangan - -
c. Cadangan Umum 620.524 212.199
d. Cadangan Tujuan 334.774 134.000
e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) (82.492) (42.060)
f.  Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 564.712 437.936
g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - -
h. Dana Setoran Modal - -
i.  Waran yang diterbitkan (50%) - -
j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program - -
kompensasi berbasis saham (50%) - -
2.2 Faktor pengurang (5.850) -
a. Disagio - -
b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - -
c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) - -
d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - -
e. Pendapatan komprehensif lain: Kerugian dari 
penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori 
Tersedia untuk Dijual - -
f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian
penurunan nilai atas aset produktif (5.850) -
g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
atas aset non produktif yang wajib dihitung - -
h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar
dari instrumen keuangan dalam trading book - -
3. Modal Inovatif
3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - -
3.2 Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif) - -
3.3 Instrumen Modal Inovatif lainnya - -
4. Faktor Pengurang Modal Inti
4.1 Goodwill - -
4.2 Aset tidak berwujud lainnya - -
4.3 Penyertaan (50%) - -
4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - -
5. Kepentingan Non Pengendali - -
B. MODAL PELENGKAP 511.747 416.033
1. Level Atas (Upper Tier 2) 511.747 416.033
1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) - -
1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - -
1.3 Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif) - -
1.4 Mandatory convertible bond - -
1.5 Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal inti - -
1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - -
1.7 Revaluasi aset tetap - -
1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 511.747 416.033
1.9 Pendapatan komprehensif lain: Keuntungan dari
peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori
Tersedia untuk Dijual (45%) - -
2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50 % Modal Inti - -
2.1 Redeemable preference shares - -
2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan - -
2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - -
3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap - -
3.1 Penyertaan (50%) - -
3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - -
C. FAKTOR PENGURANG MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP 127.393 85.193
Eksposur Sekuritisasi 127.393 85.193
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN  (TIER 3) - -
E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN
UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR - -
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) 6.968.366 6.069.570
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL
PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK
MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) 6.968.366 6.069.570
IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK
RISIKO KREDIT 40.939.774 33.282.669
V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK
RISIKO OPERASIONAL 5.283.745 2.774.087
VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 149.515 208.458
VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK
RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 15,08% 16,83%
VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO
KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III:(IV+V+VI)] 15,03% 16,74%
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF
PER 31 DESEMBER 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
A. Terkait Dengan Nilai Tukar
1. Spot - - - - -
2. Forward - - - - -
3. Option
a.  Jual - - - - -
b.  Beli - - - - -
4. Future - - - - -
5. Swap - - - - -
6. Lainnya - - - - -
B. Terkait Dengan Suku Bunga
1. Forward - - - - -
2. Option
a.  Jual - - - - -
b.  Beli - - - - -
3. Future - - - - -
4. Swap - - - - -
5. Lainnya - - - - -
C. Lainnya - - - - -
J U M L A H - - - - -
No. Tujuan Tagihan dan Liabilitas
Derivatif
Trading Hedging Tagihan Liabilitas
TRANSAKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
Nilai Notional
No. RASIO 31 Des 2011
(Diaudit)
31 Des 2010
(Diaudit)
LAPORAN RASIO KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
ASSET LABA
DANA
PIHAK KETIGA KREDIT NPL
30,32% 22,16% 30,34% 23,31% 2,23%
* Pemberhentian berlaku tmt 27 Januari 2012 sesuai Surat Dewan Komisaris
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 10/KOM/BTN/I/2012 tanggal 27 Januari
2012 jo Hasil RUSPLB Bank BRI tanggal 28 September 2011 jo Surat Bank BRI
No. B.35-SKP/ADP/01/2012, tanggal 31 Januari 2012, perihal Penyampaian Data Efektifnya
Pengangkatan Direktur BRI.
Rasio Kinerja
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 15,03% 16,74%
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif
bermasalah terhadap total aset produktif dan
aset non produktif 2,40% 2,64%
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,34% 2,80%
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)
aset keuangan terhadap aset produktif 1,17% 1,27%
5. NPL gross 2,75% 3,26%
6. NPL net 2,23% 2,66%
7. Return on Asset (ROA) 2,03% 2,05%
8. Return on Equity (ROE) 17,65% 16,56%
9. Net Interest Margin (NIM) 5,75% 5,99%
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) 81,75% 82,39%
11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 102,57% 108,42%
Kepatuhan (Compliance)
1. a. Persentase pelanggaran BMPK
i. Pihak terkait 0,00% 0,00%
 ii. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00%
b. Persentase pelampauan BMPK
i. Pihak terkait 0,00% 0,00%
  ii. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00%
2. Giro Wajib Minimum (GWM)
a. GWM Utama Rupiah
- Konvensional 8,20% 8,08%
- Syariah 6,50% 5,69%
b. GWM Sekunder Rupiah Konvensional 2,50% 6,06%
c. GWM Valuta asing 8,02% 1,33%
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,73% 2,18%
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*) Termasuk di dalamnya Obligasi Pemerintah
No. POS-POS 31 DESEMBER 2009 (Diaudit)
L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
31 DESEMBER 2008 (Diaudit)
KUALITAS AKTIVA DAN INFORMASI LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
I. PIHAK TERKAIT
A. AKTIVA PRODUKTIF
1. Penempatan pada bank lain
2. Surat-surat berharga kepada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
3. Kredit kepada pihak ketiga 18.915 551 - - - 19.466 6.631 258 - - - 6.889
a. KUK - - - - - - - - - - - -
b. Kredit properti
i. Direstrukturisasi - - - - - - - - - - - -
ii. Tidak Direstrukturisasi - - - - - - - - - - - -
c. Kredit lain yang direstrukturisasi - - - - - - - - - - - -
d. Lainnya 18.915 551 - - - 19.466 6.631 258 - - - 6.889
4. Penyertaan pada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
a. Pada perusahaan keuangan non-bank - - - - - - - - - - - -
b. Dalam rangka restrukturisasi kredit - - - - - - - - - - - -
c. Lainnya - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan lain kepada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
6. Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
B. AKTIVA NON PRODUKTIF
1. Properti terbengkalai - - - - - - - - - - - -
2. Agunan yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
3. Rekening antar kantor dan suspense account - - - - - - - - - - - -
II. PIHAK TIDAK TERKAIT
A. AKTIVA PRODUKTIF
1. Penempatan pada bank lain 162.639 - - - 7.427 170.066 144.931 - - - 8.429  153.360
2. Surat-surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia *) 12.864.040 4.087 39 17 2 12.868.185 9.313.963 - - - - 9.313.963
3. Kredit kepada pihak ketiga 34.307.426 5.035.752 120.956 182.637 1.066.717 40.713.488 27.736.985 3.257.479 96.848 138.260 788.770 32.018.342
a. KUK 16.160.569 2.532.980 59.449 99.247 623.483 19.475.728 12.301.926 1.957.944 76.407 119.487 517.724 14.973.488
b. Kredit properti - - - - - - - - - - - -
i. Direstrukturisasi 78.869 7.643 215 306 4.998 92.031 75.057 6.221 259 372 8.610 90.519
ii. Tidak Direstrukturisasi 17.040.647 2.439.719 54.623 78.895 396.369 20.010.253 15.203.294 1.202.748 20.182 18.366 262.167 16.706.757
c. Kredit lain yang direstrukturisasi - 48.882 - - - 48.882 - 48.882 - - - 48.882
d. Lainnya 1.027.341 6.528 6.669 4.189 41.867 1.086.594 156.708 41.684 - 35 269 198.696
4. Penyertaan pada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
a. Pada perusahaan keuangan non-bank - - - - - - - - - - - -
b. Dalam rangka restrukturisasi kredit - - - - - - - - - - - -
c. Lainnya - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan lain kepada pihak ketiga 33.410 - - - - 33.410 33.361 - - - - 33.361
6. Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga 3.003.971 166.433 - - - 3.170.404 2.022.140 141.382 - - - 2.163.522
B. AKTIVA NON PRODUKTIF
1. Properti terbengkalai - - - 14.051 10.174 24.225 - - 21.205 22.640 10.076 53.921
2. Agunan yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
3. Rekening antar kantor dan suspense account - - - - - - - - - - - -
J U M L A H 50.390.401 5.206.823 120.995 196.705 1.084.320 56.999.244 39.258.011 3.399.119 118.053 160.900 807.275 43.743.358
1. a. PPA produktif yang wajib dibentuk 377.215 66.903 3.557 17.683 210.406 675.764 300.740 42.342 2.545 11.803 133.784 491.214
b. PPA non produktif yang wajib dibentuk - - - 7.026 10.174 17.200 - - 3.181 11.320 10.076 24.577
c. Total PPA yang wajib dibentuk 377.215 66.903 3.557 24.709 220.580 692.964 300.740 42.342 5.726 23.123 143.860 515.791
2. a. PPA produktif yang telah dibentuk 429.094 73.915 4.240 19.887 232.166 759.302 372.500 51.728 3.138 14.574 163.753 605.693
b. PPA non produktif yang telah dibentuk - - - 7.648 11.074 18.722 - - 3.812 13.567 12.076 29.455
c. Total PPA yang telah dibentuk 429.094 73.915 4.240 27.535 243.240 778.024 372.500 51.728 6.950 28.141 175.829 635.148
3. Total asset bank yang dijaminkan : - -
a. Pada Bank Indonesia - -
b. Pada pihak lain - -
4. Persentase KUK terhadap total kredit 47,81% 46,76%
5. Persentase jumlah debitur KUK terhadap total debitur 69,90% 69,97%
6. Persentase UMKM terhadap total kredit 94,78% 96,25%
7. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 99,97% 99,98%
Catatan :
• Informasi keuangan di atas per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja anggota dari
Ernst & Young Global (Partner Penanggung Jawab Hari Purwantono dan Benyanto Suherman)
yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 24 Februari 2010 dan 10 Maret 2009 dengan
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan
keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari
laporan keuangan.
• Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut :
a. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 perihal
"Transparansi Kondisi Keuangan Bank"
b. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal "Perubahan atas
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan
Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu yang disampaikan
kepada Bank Indonesia"
c. Surat Bank Indonesia No. 5/559/DPNP/IDPnP tertanggal 24 Desember 2003 mengenai "Laporan
Keuangan Publikasi Bank"
d. Peraturan No. X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-
36/PM/2003 tertanggal 30 September 2003 mengenai "Kewajiban Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala".
• Bank menetapkan kualitas aktiva produktif berdasarkan PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari
2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari
2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/2/PBI/2005; PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007
tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 yang antara lain mewajibkan Bank
menggunakan kualitas aktiva yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan
penilaian kualitas antara Bank dan Bank Indonesia serta PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari
2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum.
• Pendapatan (beban) Luar Biasa Bersih merupakan kerugian bersih akibat kebakaran gedung
Menara BTN pada tanggal 2 Februari 2009.
• Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam informasi keuangan per tanggal 31 Desember
2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun di dalam informasi keuangan per
tanggal 31 Desember 2009.
• Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah masing-
masing sebesar Rp 9.395,00 dan Rp 10.900,00.
• Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun tersebut.
• Laba bersih per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 disajikan
kembali sebagai akibat retroaktif jumlah saham beredar karena peristiwa pemecahan saham (stock
split) dan kapitalisasi cadangan umum, tujuan dan laba bersih periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2009 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh.
No. POS - POS 31 Des 2009
(Diaudit)
31 Des 2008
(Diaudit)
KOMITMEN
Tagihan Komitmen
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum
digunakan
a. Rupiah - -
b. Valuta asing - -
2. Lainnya - -
Jumlah Tagihan Komitmen - -
Kewajiban Komitmen
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. Rupiah 3.112.793 2.145.616
b. Valuta asing - -
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam
rangka impor dan ekspor - -
3. Lainnya 73 22
Jumlah Kewajiban Komitmen 3.112.866 2.145.638
JUMLAH KOMITMEN BERSIH (3.112.866)  (2.145.638)
KONTINJENSI
Tagihan Kontinjensi
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 43.225 2.414
b. Valuta asing 27.396 3.978
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Rupiah 304.446 217.458
b. Valuta asing - -
3. Lainnya 157.317 112.892
Jumlah Tagihan Kontinjensi 532.384 336.742
Kewajiban Kontinjensi
1. Garansi yang diberikan
a. Bank garansi
- Rupiah 53.536 14.002
- Valuta asing  4.075 3.904
b. Lainnya - -
2. Revocable L/C yang masih berjalan dalam
rangka impor dan ekspor - -
3. Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Kontinjensi 57.611 17.906
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH 474.773 318.836
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS 31 Des 2009
(Diaudit)
31 Des 2008
(Diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan bunga
1.1. Hasil bunga
a. Rupiah 5.653.251 4.486.783
b. Valuta asing 7.523 7.003
1.2. Provisi dan komisi
a. Rupiah 124.954 120.320
b. Valuta asing - -
Jumlah Pendapatan Bunga 5.785.728 4.614.106
2. Beban bunga
2.1. Beban bunga
a. Rupiah 3.513.411 2.645.265
b. Valuta asing 1.734 4.650
2.2. Komisi dan provisi 251 441
Jumlah Beban Bunga 3.515.396 2.650.356
Pendapatan Bunga Bersih 2.270.332 1.963.750
3. Pendapatan operasional lainnya
3.1. Pendapatan provisi, komisi, fee 3.855 2.897
3.2. Pendapatan transaksi valuta asing - -
3.3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga - -
3.4. Pendapatan lainnya 307.756 228.764
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 311.611 231.661
4. Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva 52.864 (4.782)
5. Beban (Pendapatan) estimasi kerugian
komitmen dan kontinjensi 11.355 9.770
6. Beban operasional lainnya
6.1. Beban administrasi dan umum 575.918 469.486
6.2. Beban personalia 695.713 613.321
6.3. Beban penurunan nilai surat berharga 25 39.651
6.4. Beban transaksi valas 11.407 3.530
6.5. Beban promosi 98.036 85.849
6.6. Beban lainnya 397.181 308.752
Jumlah Beban Operasional Lainnya 1.778.280 1.520.589
LABA (RUGI) OPERASIONAL 739.444 669.834
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
7. Pendapatan non operasional 13.575 60.215
8. Beban non operasional 7.202 7.640
Pendapatan (Beban) Non Operasional 6.373 52.575
9. Pendapatan/Beban Luar Biasa (15.790) -
10. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 730.027 722.409
11. Taksiran pajak penghasilan  -/-
- Ditangguhkan 11.578 -
- Tahun Berjalan 227.996 291.935
12. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN 490.453 430.474
13. Hak minoritas  -/- - -
14. Saldo laba (rugi) awal tahun 633.413 235.976
15. Dividen (43.047)  (23.598)
Lainnya (12.914)  (9.439)
Kapitalisasi cadangan umum, tujuan dan laba bersih
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2009 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh (617.196) -
16. Saldo laba (rugi) akhir Periode 450.709 633.413
17. Laba bersih per saham (rupiah penuh) 76 68
Jakarta, 9 Maret 2010
S.E. & O
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
Direksi
Iqbal Latanro Saut Pardede
Direktur Utama Direktur
Komisaris
Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen : Zaki Baridwan
Komisaris : Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen : Subarjo Joyosumarto
Komisaris : Gatot Mardiwasisto
Direksi
Direktur Utama : Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama : Evi Firmansyah
Direktur : Sunarwa
Direktur : Saut Pardede
Direktur : Irman A. Zahiruddin
Direktur : Purwadi
Pemerintah : 72,92%
Masyarakat : 27,08%
PENGURUS BANK
PEMILIK BANK
No.
Nilai Pasar dari Kontrak Tagihan danKewajiban Derivatif
Hedging Lainnya Tagihan Kewajiban
Transaksi
Nilai Kontrak
dengan
Netting Agreement
TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF
PER 31 DESEMBER 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
A. Terkait Dengan
Nilai Tukar
1. Spot - - - - -
2. Forward - - - - -
3. Option
a. Purchased - - - - -
b. Written - - - - -
4. Future - - - - -
5. Swap - - - - -
6. Lainnya - - - - -
B. Terkait Dengan
Suku Bunga
1. Forward - - - - -
2. Option
a. Purchased - - - - -
b. Written - - - - -
3. Future - - - - -
4. Swap - - 33.410 - -
5. Lainnya - - - - -
C. Lainnya - - - - -
J U M L A H - - 33.410 - -
No. 31 Des 2009
(Diaudit)
KETERANGAN 31 Des 2008
(Diaudit)
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
I. KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI 4.582.088 2.281.464
1. Modal Disetor 4.357.029 2.559.804
2. Cadangan Tambahan Modal
(Disclosed Reserves) - -
a. Agio Saham 708.017 -
b. Disagio (-/-) - -
c. Modal Sumbangan - -
d. Cadangan Umum dan Tujuan 158.421 202.939
e. Laba tahun-tahun lalu setelah
diperhitungkan pajak - -
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-) (66.907)  (16.280)
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan
pajak (50%) 143.152 212.432
h. Rugi tahun berjalan (-/-) - -
i. Selisih penjabaran laporan keuangan
Kantor Cabang Luar Negeri - -
1) Selisih Lebih - -
2) Selisih Kurang (-/-) - -
j. Dana Setoran Modal - -
k. Penurunan nilai Penyertaan pada
portofolio tersedia untuk dijual (-/-) - -
3. Goodwill (-/-) - -
4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat
kuasi reorganisasi  (-/-) (677.431)  (677.431)
5. Nilai terkecil antara jumlah fasilitas penanggung
risiko pertama dan jumlah beban Modal atas
Efek Beragunan Aset (EBA) Junior (-/-) (40.193) -
B. MODAL PELENGKAP
(maksimal 100% dari Modal Inti) 994.400 943.517
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap - -
2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban
akibat kuasi reorganisasi 677.431 677.431
3. Cadangan Umum PPAP
(maksimal 1,25% dari ATMR) 316.969 245.253
4. Modal Pinjaman - -
5. Pinjaman Subordinasi
(maksimal 50% dari Modal Inti) - 20.833
6. Peningkatan Harga Saham pada portofolio
tersedia untuk dijual (45%) - -
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
MEMENUHI PERSYARATAN - -
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI
RISIKO PASAR - -
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL
PELENGKAP (A+B) 5.576.488 3.224.981
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN
MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG
DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI
RISIKO PASAR (A+B+D) 5.576.488 3.224.981
IV. PENYERTAAN (-/-) - -
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II - IV) 5.576.488 3.224.981
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN
RISIKO PASAR (III-IV) 5.576.488 3.224.981
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO
(ATMR) KREDIT 25.357.548 19.620.219
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO
(ATMR) PASAR 277.277 361.636
IX. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO
KREDIT (V:VII) 21,99% 16,44%
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO
KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI:(VII+VIII))    21,75% 16,14%
XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP
TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII)) 0,00% 0,00%
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM YANG DIWAJIBKAN 8,00% 8,00%
* Perhitungan posisi devisa netto termasuk akun neraca dan rekening administratif
** Perhitungan posisi devisa netto hanya untuk akun neraca yang mulai dihitung sejak tahun 2004
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 dan
No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang “Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum”.
31 Des 2009
(Diaudit)
RASIONo. 31 Des 2008
(Diaudit)
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2009 dan 2008
I. Permodalan
1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit 21,99% 16,44%
2. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit
dan risiko pasar 21,75% 16,14%
3. Aktiva tetap terhadap modal 35,18% 53,97%
II. Kualitas Aktiva
1. Aktiva produktif bermasalah 2,42% 2,36%
2. PPA produktif terhadap aktiva produktif 1,33% 1,39%
3. Pemenuhan PPA produktif 112,36% 123,31%
4. Pemenuhan PPA non produktif 108,85% 119,85%
5. NPL gross 3,36% 3,20%
6. NPL net 2,75% 2,66%
III. Rentabilitas
1. ROA 1,47% 1,80%
2. ROE 18,23% 19,64%
3. NIM 4,65% 5,08%
4. BOPO 87,87% 86,18%
IV. Likuiditas
LDR 101,29% 101,83%
V. Kepatuhan (Compliance)
1. a. Persentase pelanggaran BMPK
a.1. Pihak terkait 0,00% 0,00%
a.2. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00%
b. Persentase pelampauan BMPK
b.1. Pihak terkait 0,00% 0,00%
b.2. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00%
2. GWM Rupiah 6,92% 5,26%
 3. Posisi Devisa Netto * 1,14% 0,38%
4. Posisi Devisa Netto di neraca ** 1,03% 0,18%
No. POS - POS 31 Des 2009
(Diaudit)
31 Des 2008
(Diaudit)
PASIVA
1. Giro
a. Rupiah 7.334.070 2.847.881
b. Valuta asing 30.202 5.349
2. Kewajiban segera lainnya 633.564 517.197
3. Tabungan 8.940.964 7.375.098
4. Simpanan berjangka
a. Rupiah
i. Pihak terkait dengan bank 33.594 48.051
ii. Pihak lain 23.866.859 21.099.391
b. Valuta asing
i. Pihak terkait dengan bank - -
ii. Pihak lain 9.265 72.974
5. Sertifikat deposito
a. Rupiah - -
b. Valuta asing - -
6. Simpanan dari bank lain 504.763 330.191
7. Kewajiban pembelian kembali surat berharga
yang dijual dengan syarat repo 3.564.709 1.775.000
8. Kewajiban derivatif - 2.115
9. Kewajiban akseptasi - -
10. Surat berharga yang diterbitkan
a. Rupiah 3.221.894 2.496.157
b. Valuta asing - -
11. Pinjaman yang diterima
a. Fas. pendanaan jangka pendek Bank Indonesia - -
b. Lainnya - -
i. Rupiah - -
- Pihak terkait dengan bank - -
- Pihak lain 2.983.997 3.281.294
ii. Valuta asing
- Pihak terkait dengan bank - -
- Pihak lain - -
12. Estimasi kerugian komitmen & kontinjensi 39.538 28.183
13. Kewajiban sewa guna usaha - -
14. Beban yang masih harus dibayar 161.604 196.752
15. Taksiran pajak penghasilan 24.574 71.017
16. Kewajiban pajak tangguhan - -
17. Kewajiban lain-lain 1.704.945 1.517.149
18. Pinjaman subordinasi
a. Pihak terkait dengan bank - -
b. Pihak lain - 249.902
19. Modal Pinjaman
a. Pihak terkait dengan bank - -
b. Pihak lain - -
20. Hak minoritas - -
21. Ekuitas
a. Modal disetor 4.357.029 2.559.804
b. Agio (disagio) 708.017 -
c. Modal sumbangan - -
d. Dana setoran modal - -
e. Selisih penjabaran laporan keuangan - -
f. Selisih penilaian kembali aktiva tetap - -
g. Laba (rugi) yang belum direalisasi dari
surat berharga (54.239)  (114.747)
h. Pendapatan komprehensif lainnya - -
i. Saldo laba (rugi) 450.709 633.413
Total Pasiva 58.516.058 44.992.171
AKTIVA
1. Kas 294.357 229.843
2. Penempatan pada Bank Indonesia
a. Giro Bank Indonesia 2.842.112 1.811.728
b. Sertifikat Bank Indonesia 5.176.638 1.474.195
c. Lainnya - -
3. Giro pada bank lain
a. Rupiah 4.481 5.803
b. Valuta asing 28.897 15.802
4. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah 135.655 130.559
PPA - Penempatan pada bank lain -/- (11.438)  (16.541)
b. Valuta asing 1.033 1.196
PPA - Penempatan pada bank lain -/- (11)  (12)
5. Surat berharga yang dimiliki
a. Rupiah
i. Diperdagangkan 20.002 -
ii. Tersedia untuk dijual 95.814 83.117
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo 185.900 173.814
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/- (4.315)  (3.966)
b. Valuta asing
i. Diperdagangkan - -
ii. Tersedia untuk dijual 9.618 6.268
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo - -
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/- (96)  (63)
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - -
7. Obligasi Pemerintah
a. Diperdagangkan 10.723 -
b. Tersedia untuk dijual 4.984.710 5.203.036
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2.384.780 2.373.533
8. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan
janji dijual kembali (reverse repo)
a. Rupiah - -
PPA - Reverse repo -/- - -
b. Valuta asing - -
PPA - Reverse repo -/- - -
9. Tagihan derivatif 33.410 33.361
PPA - Tagihan derivatif -/- (351)  (333)
10. Kredit yang diberikan
a. Rupiah
i. Pihak terkait dengan bank 19.466 6.889
ii. Pihak lain 40.713.488 32.018.342
PPA - Kredit yang diberikan -/- (703.553)  (556.595)
b. Valuta asing
i. Pihak terkait dengan bank - -
ii. Pihak lain - -
PPA - Kredit yang diberikan -/- - -
11. Tagihan akseptasi - -
PPA - Tagihan akseptasi -/- - -
12. Penyertaan - -
PPA - Penyertaan -/- - -
13. Pendapatan yang masih akan diterima 508.542 466.851
14. Biaya dibayar dimuka 128.356 98.001
15. Uang muka pajak - -
16. Aktiva pajak tangguhan 72.221 103.981
17. Aktiva tetap 1.962.073 1.740.475
Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/- (725.401)  (667.830)
18. Properti terbengkalai 24.225 53.921
PPA - Properti terbengkalai -/- (18.722)  (29.455)
19. Aktiva sewa guna - -
Akumulasi penyusutan aktiva sewa guna -/- - -
20. Agunan yang diambil alih - -
PPA - Agunan yang diambil alih -/- - -
21. Aktiva lain-lain 343.444 236.251
Total Aktiva 58.516.058 44.992.171
PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
Contact Center : 021 265 33 555
www.btn.co.id
4 kol x 270 mm - Media Indonesia
        Jakarta, 9 Maret 2010
       PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
       Unit Usaha Syariah
Drs. H. A. Nazri Adlani Purwadi
Dewan Pengawas Syariah Direktur
INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH
P T.  B A N K  TA B U N G A N  N E G A R A  ( P E R S E R O )  T b k .
Kantor Cabang Syariah :
Bandung • Batam • Bogor • Bekasi • Banjarmasin • Balikpapan • Cirebon • Cilegon • Jakarta Harmoni • Jakarta Pasar Minggu
• Makassar • Malang •  Medan • Palembang • Pekanbaru • Surabaya • Semarang • Solo • Tangerang • Yogyakarta
1. Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode - 56 94
2. Sumber Dana Qardh
a. Infaq dan Shadaqah - - -
b. Denda - 523 451
c. Sumbangan/Hibah - - -
d. Pendapatan Non Halal - 145 73
e. Lainnya - - 192
Total Sumber Dana - 668 716
3. Penggunaan Dana Qardh
a. Pinjaman - - 77
b. Sumbangan - 63 9
c. Lainnya - 190 668
Total Penggunaan Qardh - 253 754
4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan - 415 (38)
5. Sumber Dana Qardh Pada Akhir Periode - 471 56
NO. Catatan 31 Des 2009 31 Des 2008
Catatan :
Memenuhi SE BI No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 serta Perubahannya No. 8/11/DPbS tanggal 7 Maret
2006 Perihal “Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari
Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia”
NO. POS-POS 31 Des 2008(Diaudit)
1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik 112.143 50.807
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan - -
3. Garansi (Kafalah) yang diberikan - -
4. Lainnya 720 420
JUMLAH KOMITMEN DAN KONTINJENSI 112.863 51.227
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2009
(Diaudit)
URAIAN
Portfolio A
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
(MUDHARABAH MUQAYYADAH)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
Portfolio B TOTAL
2009 2008 2009 2008 2009 2008
INFORMASI AWAL PERIODE - - - - - -
Portfolio Pembiayaan (Project)  - - - - - -
Saldo Awal - - - - - -
INFORMASI PERIODE BERJALAN
Portfolio Pembiayaan (Project)
Penerimaan dana - - - - - -
Penarikan dana - - - - - -
Keuntungan (rugi) Investasi - - - - - -
Beban/biaya - - - - - -
Fee/penerimaan bank - - - - - -
INFORMASI AKHIR PERIODE
Portfolio Pembiayaan (Project) - - - - - -
Saldo Akhir - - - - - -
A. PENDAPATAN OPERASIONAL
1. Margin Piutang BTN iB 106.159 60.785
2. Margin Indensya BTN iB 4.023 732
3. Bagi Hasil Mudharabah 73.578 33.539
4. Bagi Hasil Musyarakah 12.880 7.275
5. Bonus Wadiah 7 20
6. Pendapatan Operasional Lainnya 43.895 31.167
B. JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 240.542 133.518
C. BAGI HASIL UNTUK INVESTOR DANA INVESTOR TIDAK TERIKAT
a. Bank 2.854 221
b. Bukan Bank  88.675 46.859
c. Bank Indonesia (FPJPS) - -
D. JUMLAH BAGI HASIL  91.529 47.080
E. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL
UNTUK INVESTOR DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT 149.013 86.438
F. BEBAN OPERASIONAL
1. Bonus Wadiah 3.271 2.775
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  68.691 9.701
3. Beban Umum & Administrasi 18.400 12.847
4. Beban Personalia 19.183 15.389
5. Beban Lainnya 4.688 8.049
G. JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 114.233 48.761
H. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH 34.780 37.677
I. Pendapatan Non Operasional 38.827 2
J. Beban Non Operasional 41.908 29.488
K. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (3.081)  (29.486)
L. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 31.699 8.191
NO. POS-POS 31 Des 2008(Diaudit)
31 Des 2009
(Diaudit)
PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
NO.
1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode - 22 3
2. Sumber Dana ZIS
a. Zakat dari Bank - 24 1
b. Zakat dari Pihak Luar Bank - 32 14
c. Infaq dan Shadaqah - - 5
d. Lainnya - 1 18
Total Sumber Dana - 57 38
3. Penggunaan Dana ZIS
3.1. Disalurkan ke Lembaga Lain - 36 13
a. Dompet Dhuafa Republika - - -
b. Baziz BTN - 35 -
c. Baitul Maal Muamalat - - 10
d. Bamuis BNI - - -
e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid - - -
f. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia - - -
g. LAZIS Muhammadiyah - - -
h. LAZNAS BMT - - -
i. LAZNAS BSM Ummat - - -
j. LAZNAS Persis - - -
k. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) - - -
l. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ) - - -
m. Yayasan Amanah Takaful - - -
n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia - - -
o. Yayasan Dana Sosial Al Falah - - -
p. Lainnya - 1 3
3.2. Disalurkan Sendiri - 3 6
Total Penggunaan - 39 19
4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan - 18 19
5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode - 40 22
Catatan 31 Des 2009 31 Des 2008
Pertumbuhan
kredit 2009
di atas rata-rata
pertumbuhan
industri di Indonesia
Best IPO Deal
in Indonesia 2009
dari Majalah
The Asset
Mid-Cap / Ipo Deal
of the year in
Southeast Asia
2009 dari Majalah
Alpha Southeast Asia
Bank yang berhasil
melaksanakan
Sekuritisasi Asset
PERTAMA KALI
di Indonesia
1. Giro Batara iB
a. Bank 261 3 0,00% - 2,00%
b. Non Bank 74.961 837 0,00% - 2,00%
2. Giro Investa Batara iB
a. Bank - - 0,00% - 0,00%
b. Non Bank 2.230 25 19,50% 5 2,61%
3. Tabungan Batara iB
a. Bank - - 0,00% - 0,00%
b Non Bank 68.313 763 0,00% - 3,00%
4. Tabungan Investa Batara iB
a. Bank 1.949 22 38,00% 8 5,09%
b. Non Bank 110.393 1,233 38,00% 469 5,09%
5. Tabungan Haji Baitullah
a. Bank - - 0,00% - 0,00%
b. Non Bank 3.666 41 15,50% 6 2,08%
6. Deposito Investa Batara iB
a. Bank
- 1 Bulan : 24.452 273 50,00% 137 6,70%
- 3 Bulan : Baru - - 0,00% - 0,00%
: Lama - - 0,00% - 0,00%
- 6 Bulan : Baru - - 0,00% - 0,00%
: lama - - 0,00% - 0,00%
- 12 Bulan : Baru  40 - 44,00% - 6,84%
: Lama 350 4 44,00%  2 5,90%
- 24 Bulan : Baru - - 0,00% - 0,00%
: Lama - - 0,00% - 0,00%
 b. Non Bank
    - 1 Bulan : 253.064 2.827 50,00% 1.414 6,70%
- 3 Bulan : Baru 250.632 2.800 50,00% 1.400 6,70%
                                 : Lama 51.558 576 50,00% 242 5,63%
    - 6 Bulan : Baru 17.116 191 51,00% 98 6,84%
                                : Lama 28.567 319 44,00% 140 5,90%
    - 12 Bulan : Baru 3.156 35 51,00% 18 6,84%
                              : Lama 20.875 233 44,00% 103 5,90%
    - 24 Bulan : Baru - - 0,00% - 0,00%
: Lama 4 - 36,00% - 4,83%
T O T A L  911.587 10.182 4.042
JENIS PENGHIMPUNAN SALDORATA-RATANO.
PENDAPATAN
YANG HARUS
DIBAGI HASIL
PORSI PEMILIK DANA
NISBAH
JUMLAH
BONUS DAN
BAGI HASIL
INDIKASI
RATE
OF RETURN
NO. POS-POS
NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2009
(Diaudit)
31 Des 2008
(Diaudit)
AKTIVA
1. Kas 22.298 12.176
2. Giro Bank Indonesia 77.502 37.908
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia - -
4. Penempatan Pada Bank Lain 11.335 7.018
5. PPA-Penempatan Pada bank Lain -/- (903)  (170)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki 193.639 223.987
7. PPA-Surat Berharga Yang Dimiliki -/- (1.997)  (1.997)
8. Piutang BTN iB 981.836 702.190
9. PPA-Piutang BTN iB -/- (67.064)  (10.066)
10. Piutang Indensya BTN iB 47.486 12.108
11. PPA-Piutang Indensya BTN iB -/- (474)  (145)
12. Piutang Lainnya - -
13. PPA-Piutang Lainnya -/- - -
14. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dan Yasa Griya BTN iB 966.281 536.938
15. PPA-Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dan Yasa Griya BTN iB (16.186) (5.557)
16. Pembiayaan Gadai BTN iB 149 -
17. Pendapatan Yang Akan Diterima 16.382 8.487
18. Biaya Dibayar Dimuka 7.701 7.041
19. Aktiva Tetap 13.421 9.427
20. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-  (7.277)  (4.988)
21. Aktiva Lain-lain 12.544 22.553
JUMLAH AKTIVA 2.256.673 1.556.910
PASIVA
1. Dana Simpanan Wadiah Batara iB 181.505 102.080
2. Kewajiban Segera Lainnya 21.543 11.859
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS) - -
4. Kewajiban Kepada Bank Lain 156.495 56.630
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan - -
6. Kewajiban Lain-lain 399.986 793.911
7. Pembiayaan yang diterima 200.000 -
8. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi - -
9. Dana Investasi Tidak Terikat - -
a. Giro Investa Batara iB 2.534 -
b. Tabungan Investa Batara iB 124.312 83.626
c. Deposito Batara iB 1.138.599 500.613
10. Saldo Laba (Rugi) 31.699 8.191
JUMLAH PASIVA 2.256.673 1.556.910
DISTRIBUSI BAGI HASIL
Untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDH
Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Jutaan Rupiah)
Contact Person : 021 265 33 555
www.btn.co.id
PT BANK TABUNGAN NEGARA ( Persero )
L A P O R A N  K E U A N G A N
POS-POS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)
NO. 31 DES 2007 31 DES 2006
PENGURUS BANK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA   100 %
Komisaris
Komisaris Utama : Dono Iskandar Djojosubroto
Komisaris : Daryono Rahardjo
Komisaris : Mas’ud Machfoedz
PEMILIK BANK
Direksi
Direktur Utama : Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama : Evi Firmansyah
Direktur : Sunarwa
Direktur : Saut Pardede
Direktur : Irman Alvian Zahiruddin
Direktur : Purwadi
POS-POSNO. 31 DES 200631 DES 2007
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)
KOMITMEN
Tagihan Komitmen
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan
a. Rupiah - -
b. Valuta asing - -
2. Lainnya - -
Jumlah Tagihan Komitmen - -
Kewajiban Komitmen
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. Rupiah  1.193.797 838.705
b. Valuta asing - -
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor - 950
3. Lainnya 242 582
Jumlah Kewajiban Komitmen 1.194.039 840.237
JUMLAH KOMITMEN BERSIH (1.194.039)  (840.237)
KONTINJENSI
Tagihan Kontinjensi
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah 874 3.158
b. Valuta asing 1.048 674
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Rupiah 155.772 111.661
b. Valuta asing - -
3. Lainnya 84.106 62.799
Jumlah Tagihan Kontinjensi 241.800 178.292
Kewajiban Kontinjensi
1. Garansi yang diberikan
a. Bank garansi
- Rupiah 13.956 8.992
- Valuta asing 3.120 3.169
b. Lainnya - -
2. Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor - -
3. Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Kontinjensi 17.076 12.161
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH 224.724 166.131
*) Termasuk di dalamnya Obligasi Pemerintah dalam rangka Rekapitalisasi
NO. POS-POS
KUALITAS AKTIVA DAN INFORMASI LAINNYA
Per 31 DESEMBER 2007 dan 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 DESEMBER 2007 31 DESEMBER 2006
L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
I. PIHAK TERKAIT
A. AKTIVA PRODUKTIF
1. Penempatan pada bank lain - - - - - - - - - - - -
2. Surat-surat berharga kepada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
3. Kredit kepada pihak ketiga 4.942 162 - - - 5.104 4.657 382 - - - 5.039
a. KUK - - - - - - - - - - - -
b. Kredit properti
i. Direstrukturisasi - - - - - - - - - - - -
ii. Tidak Direstrukturisasi - - - - - - - - - - - -
c. Kredit lain yang direstrukturisasi - - - - - - - - - - - -
d. Lainnya 4.942 162 - - - 5.104 4.657 382 - - - 5.039
4. Penyertaan pada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
a. Pada perusahaan keuangan non-bank - - - - - - - - - - - -
b. Dalam rangka restrukturisasi kredit - - - - - - - - - - - -
c. Lainnya - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan lain kepada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
6. Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
B. AKTIVA NON PRODUKTIF
1. Properti terbengkalai - - - - - - - - - - - -
2. Agunan yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
3. Rekening antar kantor dan suspense account - - - - - - - - - - - -
II. PIHAK TIDAK TERKAIT
A. AKTIVA PRODUKTIF
1. Penempatan pada bank lain 73.238 - - - - 73.238 307.708 - - - - 307.708
2. Surat-surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia *) 10.529.200 - - - - 10.529.200 11.490.061 - - - - 11.490.061
3. Kredit kepada pihak ketiga 18.300.595 3.132.644 105.694 133.799 665.070 22.337.802 14.230.611 3.143.682 85.305 137.435 484.278 18.081.311
a. KUK 9.122.343 1.527.887 46.121 84.186 374.293 11.154.830 6.779.397 1.443.477 46.951 77.522 231.023 8.578.370
b. Kredit properti
i. Direstrukturisasi 55.128 5.728 1.092 351 3.364 65.663 50.588 27.003 1.813 781 31.375 111.560
ii. Tidak Direstrukturisasi 9.020.990 1.598.137 58.469 49.262 238.335 10.965.193 7.346.861 1.670.304 36.541 59.074 167.844 9.280.624
c. Kredit lain yang direstrukturisasi 59 191 - - 48.882 49.132 - - - - 53.517 53.517
d. Lainnya 102.075 701 12 - 196 102.984 53.765 2.898 - 58 519 57.240
4. Penyertaan pada pihak ketiga - - - - - - - - - - - -
a. Pada perusahaan keuangan non-bank - - - - - - - - - - - -
b. Dalam rangka restrukturisasi kredit - - - - - - - - - - - -
c. Lainnya - - - - - - - - - - - -
5. Tagihan lain kepada pihak ketiga 142.728 - - - - 142.728 155.760 - - - - 155.760
6. Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga 1.148.545 62.328 - - - 1.210.873 793.415 58.401 - - - 851.816
B. AKTIVA NON PRODUKTIF
1. Properti terbengkalai - - 20.133 44.970 - 65.103 38.702 - - - - 38.702
2. Agunan yang diambil alih - - - - - - - - - - - -
3. Rekening antar kantor dan suspense account - - - - - - - - - - - -
J U M L A H 30.199.248 3.195.134 125.827 178.769 665.070 34.364.048 27.020.914 3.202.465 85.305 137.435 484.278 30.930.397
4. a. PPA produktif yang wajib dibentuk 198.236 30.278 6.259 11.136 206.820 452.729 155.945 19.835 2.650 9.687 314.418 502.535
b. PPA non produktif yang wajib dibentuk - - 3.020 22.485 - 25.505 - - - - - -
c. Total PPA yang wajib dibentuk 198.236 30.278 9.279 33.621 206.820 478.234 155.945 19.835 2.650 9.687 314.418 502.535
5. a. PPA produktif yang telah dibentuk 199.577 34.090 7.743 13.770 256.195 511.375 159.793 19.835 9.855 21.399 355.939 566.821
b. PPA non produktif yang telah dibentuk - - 3.020 22.485 - 25.505 - - - - - -
c. Total PPA yang telah dibentuk 199.577 34.090 10.763 36.255 256.195 536.880 159.793 19.835 9.855 21.399 355.939 566.821
6. Total asset bank yang dijaminkan : - -
a. Pada Bank Indonesia - -
b. Pada pihak lain - -
7. Persentase KUK terhadap total kredit 49,93% 47,43%
8. Persentase jumlah debitur KUK terhadap total debitur 70,70% 71,99%
9. Persentase UMKM terhadap total kredit 97,12% 97,24%
10. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 99,99% 99,99%
Kantor Pusat : Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp. (021) 6336789, 6332666 Fax. (021) 6346704
Kantor Cabang : Ambon - Banda Aceh - Bandar Lampung - Bandung - Bangkalan - Banjarmasin - Balikpapan - Batam - Bekasi
- Bengkulu - Bogor - Cilegon - Ciputat - Cirebon - Denpasar - Depok -   Gresik - Gorontalo - Jakarta Kuningan
- Jakarta Harmoni - Jambi - Jayapura - Jember - Karawang - Kediri - Kendari - Kupang - Madiun - Makassar
- Malang - Manado - Mataram - Medan - Padang - Palangkaraya - Palembang - Palu - Pangkal Pinang -
Pekalongan - Pekanbaru - Pontianak - Purwakarta - Purwokerto - Samarinda - Semarang - Sidoarjo - Solo -
Surabaya - Tangerang - Tanjung Pinang - Tasikmalaya - Ternate - Yogyakarta.
Website : http://www.btn.co.id
E-mail : webadmin@btn.co.id
* Perhitungan posisi devisa netto termasuk akun neraca dan rekening administratif
** Perhitungan posisi devisa netto hanya untuk akun neraca yang mulai dihitung sejak tahun 2004 sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 dan No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang “Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum”.
LAPORAN PEMBELIAN KREDIT DARI BPPN
PER 31 DESEMBER 2007
(Dalam Jutaan Rupiah)
NO. SALDO
A. IKHTISAR PEMBELIAN KREDIT
Pokok Kredit Rp. 516.521
Nilai Pembelian Kredit Rp. 104.014
PPAP Rp. 412.507
PPAP yang dibentuk sesuai kualitas kredit Rp. 1.040
B. IKHTISAR PERUBAHAN SALDO KREDIT
Saldo Awal 1 Januari 2007 Rp. 16.253
Perubahan Nilai Karena Kurs Rp. -
Pembelian Kredit dari BPPN Dalam Periode Berjalan Rp. -
Penerimaan Kredit Dalam Periode Berjalan Rp. (4.389)
Jumlah Kredit Yang Dihapus buku Dalam Periode Berjalan Rp. (11.864)
Saldo Akhir 31 Desember 2007 Rp. -
C. IKHTISAR PERUBAHAN SALDO PPAP YANG BERASAL DARI SELISIH ANTARA
POKOK KREDIT DENGAN NILAI PEMBELIAN KREDIT
Saldo Awal 1 Januari 2007 Rp. 1.416
Selisih antara pokok kredit dengan nilai pembelian kredit Rp. -
Pembalikan/pembentukan penyisihan selama tahun berjalan sesuai kualitas kredit Rp. (16.703)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan Rp. 27.151
Kredit yang dihapusbukukan Rp. (11.864)
Saldo Akhir 31 Desember 2007 Rp. -
D. Total Pendapatan bunga dan pendapatan lain yang diperoleh dari kredit BPPN
sampai dengan 31 Desember 2007 Rp. 15.892
E. Bagian dari kredit yang memiliki perjanjian baru Rp. -
F. Tambahan penyediaan dana kepada debitur yang memiliki kredit yang dibeli dari BPPN Rp. -
KETERANGAN
NO.
Nilai Pasar dari Kontrak Nilai Kontrak
dengan Netting
Agreement
TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF
PER 31 DESEMBER 2007
(Dalam Jutaan Rupiah)
Tagihan dan Kewajiban Derivatif
Hedging Lainnya Tagihan Kewajiban
Transaksi
NO. RASIO 31 DES 2007 31 DES 2006
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
A. Terkait dengan Nilai Tukar
1. Spot - - - - -
2. Forward - - - - -
3. Option
a. Purchased - - - - -
b. Written - - - - -
4. Future - - - - -
5. Swap - - - - -
6. Lainnya - - - - -
B. Terkait Dengan Suku Bunga
1. Forward - - - - -
2. Option             
a. Purchased - - - - -
b. Written - - - - -
3. Future - - - - -
4. Swap - - 142.728 - -
5. Lainnya - - - - -
C. Lainnya - - - - -
J U M L A H  -  - 142.728 - -
I. Permodalan
1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit 21,86% 18,23%
2. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar 21,12% 17,52%
3. Aktiva tetap terhadap modal 56,53% 47,09%
II. Kualitas Aktiva
1. Aktiva produktif bermasalah 2,64% 2,29%
2. PPA produktif terhadap aktiva produktif 1,49% 1,83%
3. Pemenuhan PPA produktif 112,95% 112,79%
4. Pemenuhan PPA non produktif 100,00% -
5. NPL gross 4,05% 3,91%
6. NPL net 2,81% 1,77%
III. Rentabilitas
1. ROA 1,89% 1,78%
2. ROE 21,54% 23,36%
3. NIM 5,31% 5,13%
4. BOPO 85,87% 87,56%
IV. Likuiditas
LDR 92,38% 83,75%
V. Kepatuhan (Compliance)
1. a. Persentase pelanggaran BMPK
a.1. Pihak terkait 0,00% 0,00%
a.2. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00%
b. Persentase pelampauan BMPK
b.1. Pihak terkait 0,00% 0,00%
b.2. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00%
2. GWM Rupiah 7,42% 8,26%
3. Posisi Devisa Netto * 1,05% 1,11%
4. Posisi Devisa Netto di neraca ** 0,99% 0,98%
AKTIVA
1. Kas 184.264 134.694
2. Penempatan pada Bank Indonesia
a. Giro Bank Indonesia 2.060.250 2.055.159
b. Sertifikat Bank Indonesia 1.644.888 1.580.809
c. Lainnya - -
3. Giro pada bank lain
a. Rupiah 4.849 3.052
b. Valuta asing 13.829 10.750
4. Penempatan pada bank lain
a. Rupiah 53.621 275.000
PPA - Penempatan pada bank lain -/- (592)  (3.461)
b. Valuta asing 939 18.906
PPA - Penempatan pada bank lain -/- (177) (189)
5. Surat berharga yang dimiliki
a. Rupiah
i. Diperdagangkan 76.060 36.247
ii. Tersedia untuk dijual - -
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo 142.407 105.651
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/- (2.336)  (1.550)
b. Valuta asing
i. Diperdagangkan 47.883 29.185
ii. Tersedia untuk dijual - -
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo - -
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/- (575)  (292)
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - -
7. Obligasi Pemerintah
a. Diperdagangkan 609.344 621.843
b. Tersedia untuk dijual 8.008.618 9.116.326
c. Dimiliki hingga jatuh tempo - -
8. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
a. Rupiah - -
PPA - Reverse repo -/- - -
b. Valuta asing - -
PPA - Reverse repo -/- - -
9. Tagihan derivatif 142.728 155.760
PPA - Tagihan derivatif -/- (1.713)  (1.869)
10. Kredit yang diberikan
a. Rupiah
i. Pihak terkait dengan bank 5.104 5.039
ii. Pihak lain 22.337.802 18.081.311
PPA - Kredit yang diberikan -/- (487.569)  (546.178)
b. Valuta asing
i. Pihak terkait dengan bank - -
ii. Pihak lain - -
PPA - Kredit yang diberikan -/- - -
11. Tagihan akseptasi - -
PPA - Tagihan akseptasi -/- - -
12. Penyertaan - -
PPA - Penyertaan -/- - -
13. Pendapatan yang masih akan diterima 383.530 416.828
14. Biaya dibayar dimuka 62.520 56.023
15. Uang muka pajak 388 -
16. Aktiva pajak tangguhan 16.280 -
17. Aktiva tetap 1.612.961 874.029
Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/- (615.299)  (566.733)
18. Properti terbengkalai 65.103 38.702
PPA - Properti terbengkalai -/- (25.505) -
19. Aktiva sewa guna - -
Akumulasi penyusutan aktiva sewa guna -/- - -
20. Agunan yang diambil alih - -
PPA - Agunan yang diambil alih -/- - -
21. Aktiva lain-lain 353.645 80.755
Total Aktiva 36.693.247 32.575.797
PASIVA
1. Giro
a. Rupiah  2.240.045 1.632.867
b. Valuta asing 5.142 4.435
2. Kewajiban segera lainnya 425.538 365.322
3. Tabungan 7.156.134 6.057.402
4. Simpanan berjangka
a. Rupiah
i. Pihak terkait dengan bank 52.173 13.767
ii. Pihak lain 14.673.212 13.822.921
b. Valuta asing
i. Pihak terkait dengan bank - -
ii. Pihak lain 60.382 63.273
5. Sertifikat deposito
a. Rupiah - -
b. Valuta asing - -
6. Simpanan dari bank lain 15.148 9.162
7. Kewajiban pembelian kembali surat berharga yang dijual dengan
syarat repo 650.000 650.000
8. Kewajiban derivatif - -
9. Kewajiban akseptasi - -
10. Surat berharga yang diterbitkan
a. Rupiah 3.235.498 3.141.508
b. Valuta asing - -
11. Pinjaman yang diterima
a. Fas. pendanaan jangka pendek Bank Indonesia - -
b. Lainnya
i. Rupiah
- Pihak terkait dengan bank - -
- Pihak lain 3.625.754 3.704.445
ii. Valuta asing
- Pihak terkait dengan bank - -
- Pihak lain - -
12. Estimasi kerugian komitmen & kontinjensi 18.413 13.282
13. Kewajiban sewa guna usaha - -
14. Beban yang masih harus dibayar 125.406 150.322
15. Taksiran pajak penghasilan 71.743 2.741
16. Kewajiban pajak tangguhan - 22.851
17. Kewajiban lain-lain 1.301.639 911.910
18. Pinjaman subordinasi
a. Pihak terkait dengan bank - -
b. Pihak lain 249.608 249.313
19. Modal Pinjaman
a. Pihak terkait dengan bank - -
b. Pihak lain - -
20. Hak minoritas - -
21. Ekuitas
a. Modal disetor 1.250.000 1.250.000
b. Agio (disagio) - -
c. Modal sumbangan - -
d. Dana setoran modal 13.843.540 13.843.540
e. Selisih penjabaran laporan keuangan - -
f. Selisih penilaian kembali aktiva tetap 677.431 -
g. Laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga (14.581 )  (13.320)
h. Pendapatan komprehensif lainnya - -
i. Saldo laba (rugi) (12.968.978 )  (13.319.944)
Total Pasiva 36.693.247 32.575.797
www.btn.co.id
NO. KETERANGAN 31 DES 2007 31 DES 2006
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)
I. KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI 1.941.746 1.608.077
1. Modal Disetor 1.250.000 1.250.000
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)
a. Agio Saham - -
b. Disagio (-/-) - -
c. Modal Sumbangan - -
d. Cadangan Umum dan Tujuan 1.021.336 727.088
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak - -
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-) (14.369.483)  (14.406.629)
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%) 196.353 194.078
h. Rugi tahun berjalan (-/-) - -
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri - -
1) Selisih Lebih - -
2) Selisih Kurang (-/-) - -
j. Dana Setoran Modal 13.843.540 13.843.540
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-) - -
3. Goodwill (-/-) - -
4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi  (-/-) - -
B. MODAL PELENGKAP (maksimal 100% dari Modal Inti) 911.417 248.125
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap 677.431 -
2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi - -
3. Cadangan Umum PPA (maksimal 1,25% dari ATMR) 163.153 127.291
4. Modal Pinjaman - -
5. Pinjaman Subordinasi (maksimal 50% dari Modal Inti) 70.833 120.834
6. Peningkatan Harga Saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) - -
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN - -
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK
MENGANTISIPASI RISIKO PASAR - -
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 2.853.163 1.856.202
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP
TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI
RISIKO PASAR (A+B+D) 2.853.163 1.856.202
IV. PENYERTAAN (-/-) - -
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II - IV) 2.853.163 1.856.202
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III-IV) 2.853.163 1.856.202
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 13.051.085 10.183.316
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR 458.198 410.906
IX. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG
TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V:VII) 21,86% 18,23%
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA
UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI:(VII+VIII)) 21,12% 17,52%
XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII)) 0,00% 0,00%
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN 8,00% 8,00%
Jakarta, 31 Maret 2008
S.E. & O
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
Direksi
Evi Firmansyah Irman Alvian Zahiruddin
Wakil Direktur Utama Direktur
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan bunga
1.1. Hasil bunga
a. Rupiah 3.849.304 3.968.698
b. Valuta asing 4.518 6.306
1.2. Provisi dan komisi
a. Rupiah 63.545 50.012
b. Valuta asing - -
Jumlah Pendapatan Bunga 3.917.367 4.025.016
2. Beban bunga
2.1. Beban bunga
a. Rupiah 2.202.412 2.535.115
b. Valuta asing 3.899 5.426
2.2. Komisi dan provisi 323 -
Jumlah Beban Bunga 2.206.634 2.540.541
Pendapatan Bunga Bersih 1.710.733 1.484.475
3. Pendapatan operasional lainnya
3.1. Pendapatan provisi, komisi, fee 2.312 1.995
3.2. Pendapatan transaksi valuta asing - 18
3.3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga - 26.607
3.4. Pendapatan lainnya 262.714 280.479
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 265.026 309.099
4. Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva (7.544) 56.711
5. Beban (Pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 5.131 13.212
6. Beban operasional lainnya
6.1. Beban administrasi dan umum 428.245 400.517
6.2. Beban personalia 512.071 451.427
6.3. Beban penurunan nilai surat berharga 32.876 -
6.4. Beban transaksi valas 84 -
6.5. Beban promosi 98.256 83.923
6.6. Beban lainnya 315.799 248.787
Jumlah Beban Operasional Lainnya 1.387.331 1.184.654
LABA (RUGI) OPERASIONAL 590.841 538.997
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
7. Pendapatan non operasional 58.017 30.908
8. Beban non operasional 8.629 26.686
Pendapatan (Beban) Non Operasional 49.388 4.222
9. Pendapatan/Beban Luar Biasa - -
10. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 640.229 543.219
11. Taksiran pajak penghasilan  -/-
- Ditangguhkan - 23.481
- Tahun Berjalan 238.209 155.064
12. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN 402.020 364.674
13. Hak minoritas  -/- - -
14. Saldo laba (rugi) awal tahun (13.319.944)  (13.521.337)
15. Dividen (36.467)  (152.844)
Lainnya (14.587)  (10.437)
16. Saldo laba (rugi) akhir Periode (12.968.978)  (13.319.944)
17. Laba bersih per saham (rupiah penuh) 321.616 291.739
NO. 31 DES 2006
PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 DES 2007
